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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF ANALYSIS OF POSITION 
IN PLACEMENT OF EMPLOYEES IN SECRETARIAT AREA OF 

NORTH KALIMANTAN PROVINCE 

Hari Sarwono 
Universtitas Terbuka 

harisarwono.sst@gmail.com 

The principle of placing an employee is to place the right person in the right 
position according to his I her competence (J'he Right Man On The Right Place), 
the background of this research is still many positions occupied by people and 
background that is less precise. This study aims to describe and analyze what 
positions are needed, the implementation of job analysis results in filling positions 
and any constraints faced. This research uses qualitative approach with 
descriptive method. Informants in this study consisted of key informants and 
ordinary informants. Data collection was done by technique: (1) interview, (2) 
documentation study. Interview data and documentation study were analyzed 
descriptively qualitatively through data reduction process, data presentation and 
conclusion. The results showed that in the aspect of organizing the required 
positions are good, the aspect pengiterpretasian positions that are needed is 
good, the implementation of the required positions Sekretariat Daerah is good. 
Then the aspect of organizing the implementation of the results of position 
analysis in the filling position has been good. In the aspect of interpretation of the 
implementation of the results of position analysis in the filling position has been 
good. While in the aspect of applying the implementation of position analysis 
results in filling positions at the Regional Secretariat less good I not maximal. 
Related to the constraints faced in the implementation of the results of position 
analysis in the placement of employees at the Secretariat of Regions in the aspect 
of organizing there are no obstacles. In the interpretation aspect there is also no 
obstacle. However, the implementation of job analysis results in the placement of 
employees in the application aspects there are obstacles. The conclusion of the 
process of implementation of the result of position analysis in filling position in 
the aspect of the application is not good I not maximal due to the constraints such 
as the Minimnya number of employees, the employee who transfer to the 
Provincial Government of Kaltara background is not in accordance with the 
needs and the element of policy in the process of placement of employees. 

Keywords: Implementation, Job Analysis, Employee Placement 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN 
DALAM PENEMP AT AN PEGA WAI P ADA SEKRET ARIAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Hari Sarwono 
Universtitas Terbuka 

harisarwono. sst@gmail.com 

Prinsip dalam menempatkan pegawai adalah menempatkan orang yang tepat 
pada jabatan yang tepat pula sesuai kompetensinya (The Right Man On The Right 
Place), latar belakang penelitian ini masih banyak jabatan yang diduduki oleh 
orang dan latar belakang yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis jabatan-jabatan apa yang dibutuhkan, 
implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan serta kendala-kendala 
apa saja yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan 
informan biasa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) wawancara, (2) 
studi dokumentasi. Data hasil wawancara dan studi dokumentasi dianalisis secara 
deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam aspek pengorganisasian 
jabatan-jabatan yang dibutuhkan sudah baik, aspek pengiterpretasian jabatan
jabatan yang di butuhkan sudah baik, aspek pengimplementasian jabatan-jabatan 
yang dibutuhkan Sekretariat Daerah sudah baik. Kemudian aspek 
pengorganisasian implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan 
sudah baik. Dalam aspek penginterpretasian implementasi hasil analisis jabatan 
dalam pengisian jabatan sudah baik. Sedangkan dalam aspek pengaplikasian 
implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan pada Sekretariat 
Daerah kurang baik/belum maksimal. Terkait kendala-kendala yang dihadapi 
dalam implementasi hasil analisis jabatan dalam penempatan pegawai pada 
Sekretariat Daerah dalam aspek pengorganisasian tidak ada kendala. Dalam aspek 
penginterpretasian juga tidak ada kendala. Namun implementasi hasil analisis 
jabatan dalam penempatan pegawai dalam aspek pengaplikasian terdapat kendala. 
Kesimpulan proses implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan 
pada aspek pengaplikasian kurang baik/tidak maksimal disebabkan adanya 
kendala-kendala antara lain Minimnya jumlah pegawai, pegawai yang mutasi ke 
Pemprov Kaltara latar belakangnya tidak sesuai dengan kebutuhan serta adanya 
unsur kebijakan dalam proses penempatan pegawai. 

Kata Kunci : Implementasi, Analisis Jabatan, Penempatan Pegawai 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Profil Lokasi Penelitian 

Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan 

Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur staf yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubemur. Sekretariat Daerah mempunyai 

tugas membantu Gubemur dalam penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah serta pelayanan administratif. 

Sekretariat Daerah dalam tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah, 

asisten berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Daerah, dan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi (a) pengoordinasian penyusunan kebijakan 

daerah, (b) pengoordinasian pelaksanaan tu gas perangkat daerah, ( c) 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, (d) pelayanan 

administrative dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah, 

( e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubemur yang berkaitan dengan 

tugas dan fungsinya. Adapun susunan Organisasi Sekretariat Daerah 
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Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan (Asisten II), Asisten Administrasi Umum (Asisten III). 

Asisten-Asisten dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris Daerah. 

a. sisten Administrasi Umum (Asisten III) 

Asisten Administrasi Umum (Asisten III) mempunyai tugas 

merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian 

bimbingan serta pengendalian di bidang organisasi, umum dan 

perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol. Dalam 

melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) 

menyelenggarakan fungsi : 

a) perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, 

umum dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol; 

b) pengoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan 

pengendalian di bidang organisasi, umum dan perlengkapan, 

hubungan masyarakat dan protokol; 

c) pembinaan penyelenggaraan administrasi di bi dang organ1sas1, 

umum dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol; 

d) pengendalian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang 

orgamsas1, umum dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan 

protokol; 
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e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas : Biro 

Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Hubungan 

Masyarakat dan Protokol. Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang 

Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum (Asisten III). 

1) Biro Organisasi 

Biro Organisasi mempunya1 tugas merumuskan kebijakan, 

koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta 

pengendalian teknis di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, 

ketatalaksanaan, dan pengembangan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Dalam melaksanakan tugas, Biro Organisasi 

menyelenggarakan fungsi : 

a) perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi sesuai dengan 

rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah; 

b) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan 

pengendalian teknis di bidang kelembagaan. 

c) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan 

pengendalian teknis di bidang ketatalaksanaan; 

d) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan 

pengendalian teknis di bidang pendayagunaan aparatur; 
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e) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan 

pengendalian teknis di bidang akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah; 

f) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan 

pengendalian teknis di bidang Tata Usaha Biro; 

g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Organisasi, 

terdiri atas : 

(1) Bagian Kelembagaan membawahkan : 

a) Subbagian Fasilitasi Kelembagaan; dan 

b) Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan. 

(2) Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha membawahkan: 

a) Subbagian Kepegawaian, Budaya dan Kapasitas; dan 

b) Subbagian Tata Usaha Biro. 

(3) Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi dan Akuntabilitas 

membawahkan : 

a) Subbagian Sistem, Prosedur dan Standarisasi; 

b) Subbagian Inovasi Pelayanan Publik; dan 

c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 9 Biro 

yaitu antara lain Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro 

Perekonomian, Biro Pembangunan, Biro Umum, Biro Humas, Biro 
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Pengelola Perbatasan serta Biro Organisasi, dan yang memiliki tugas 

pokok fasilitasi dalam penyusunan analisis jabatan adalah Biro Organisasi 

yaitu pada Bidang Kelembagaan khususnya pada Sub Bagian Analisis dan 

Formasi Jabatan. Sekretariat Daerah memiliki sumber daya aparatur 

sebanyak 209 orang yang tersebar di masing-masing biro. Berikut rincian 

pegawai berdasarkanjenis jabatan/eselon. 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Tabel. 4.1 
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan/eselon pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 

Jenis Jabatan Eselon Jumlah (orang) 

Sekretaris Daerah lb 1 
Asisten Ila 3 
Staf Ahli Ila 3 
Kepala Biro lib 9 
Kepala Bagian Illa 26 
Kepala Sub Bagian Iva 54 
Pelaksana Non Eselon 116 

Surnber: Simpeg Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Kailmantan Utara 
(2017). 

Dari data tabel 4.1 diatas menggambarkan bahwa, pada Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara terdapat jenis jabatan dan eselon yang di 

jabat oleh ASN. Jabatan-jabatan tersebut bervariasi baik dari segi 

eselonering maupun jumlah pemangku jabatannya, dimulai dari eselon 

tertinggi yaitu eselon lb sampai jabatan non eselon/pelaksana. Dari segi 

jumlah paling banyak adalah non eselon/jabatan pelaksana yang berjumlah 

116 orang, selanjutnya jabatan Kepala Sub Bagian/jabatan pengawas eselon 

IV yang berjumlah 54 orang, Kepala Bagian eselon III 26 orang, Kepala 

Biro eselon II/b sebanyak 9 orang, staf ahli eselon II/a 3 orang dan 1 orang 
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eselon lib yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian 

dari perbedaan dari segi jumlah dan eselonering tersebut, ASN di 

Sekretariat Daerah dapat di bedakan lagi menurut jenis golongan ruang 

seperti pada tabel barikut ini : 

No. 

I. 
2. 
3. 
4. 

Tabel. 4.2 
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Golongan Ruang pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 

Jenis Golongan Jumlah (orang) 

I 1 
II 39 
III 127 
IV 37 

Sumber : Simpeg Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Kailmantan Utara 
(2017). 

Dari data tabel diatas, terlihat perbedaan ASN dari jenis golongan 

ruang dan jumlahnya. Terbanyak jumlahnya adalah ASN dengan jenis 

golongan ruang III berjurnlah 127 orang, yang mencakup golongan III/a, 

III/b, III/c, maupun III/d, kebanyakan golongan III ini adalah memiliki 

latar belakang pendidikan S 1 baik yang menduduki jabatan eselon IV 

maupun non eselon/pelaksana. Kemudian golongan II sebanyak 39 orang 

yang terbagi juga pada Golongan II/a,II/b,II/c maupun II/d,biasanya 

golongan II ini memiliki latar belakang pendidikan SMK maupun SMA 

sederajat. Selanjutnya berjumlah 37 orang golongan IV yang juga 

memiliki variasi yaitu golongan IV/a, IV/b,IV/c,IV/d maupun IV/e. 

kebanyakan yang memiliki golongan IV memegang jabatan struktural 

baik Kepala Bagian, Kepala Biro, Staf ahli, Asisten dan Sekretaris Daerah. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tabel. 4.3 
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahon 2017 

82 

Jenis Pendidikan Jurnlah (orang) 

Sekolah Menengah Pertama 1 
Sekolah Menengah Tingkat Atas/Sederajat 25 
Diploma/Sarjana Muda 13 
Sarjana (S 1) 123 
Sarjana (S2) 35 
Sai:jana (S3) 2 

Sumber: Simpeg Badan Kepagawaian Daerah Provinsi Kailmantan Utara 
(2017). 

Dari data diatas menggambarkan bahwa, selain dari segi eselonering 

dan golongan ruang, ASN Sekretariat Daerah juga masih dapat di bedakan 

dari latar belakang pendidikannya. Dimana mayoritas ASN yang bertugas di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki latar belakang 

pendidikan Sarjana (Sl) berjumlah 123 orang, Sarjana (S2) 35 orang, SMA 

sederajat 25 orang, sarjana muda/diploma 13 orang, Sarjana (S3) 2 orang 

serta Sekolah menengah pertama 1 orang. Dengan data tersebut juga 

menggambarkan bahwa rata-rata ASN di lingkup Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara memiliki latar belakang pendidikan yang cukup 

memadai. 

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui komposisi dan jumlah 

pegawai Sekretariat Daerah Provinisi Kalimantan Utara berdasarkan jabatan, 

golongan, dan pendidikan. Dari data diatas juga menggambarkan bahwa 

pegawai pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ada yang 

menduduki jabatan struktural mulai dari eselon IV sampai Eselon I, dan ada 
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juga Non Eselon atau Pelaksana. Data pegawai diatas tersebar di 9 Biro yang 

tentu saja masing-masing Biro memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan 

masing-masing pegawaipun memiliki latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda pula, ada yang hanya tingkat sekolah menengah pertama (SMP) 

sampai yang bergelar Doktor. 

B. Hasil Penelitian 

1. Jabatan-Jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

Sebelum membahas terkait implementasi analisis jabatan pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, tentu saja terlebih dahulu 

perlu dibahas tentang Jabatan-Jabatan apa saja yang di butuhkan organisasi 

khususnya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini sangat 

penting agar terjadi sinkronisasi antara kebutuhan SKPD khususnya 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan hasil Analisis 

Jabatan. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Jabatan-Jabatan apa saja yang 

dibutuhkan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang terkait 

dengan Implementasi Analisis Jabatan dalam Penempatan Pegawai pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara meliputi beberapa aspek, 

yakni: 

a. Aspek Pengorganisasian 

Sebagai stakholder Biro Organisasi memiliki tugas 

memfasilitasi seluruh SKPD dalam melaksanakan penyusunan 
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Analisis Jabatan lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Oleh sebab itu sudah selayaknya Biro Organisasi melakukan 

inventarisir Jabatan-Jabatan yang seharusnya ada pada setiap SKPD 

terutama pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini 

sangat penting untuk memastikan bahwa jabatan-Jabatan yang 

tersedia memang sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan 

bukan sekedar kemauan pribadi ataupun keinginan pejabat terkait. 

Kinerja sebuah organisasi, khususnya dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat sangat didukung oleh kinerja 

staf/karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Namun tentu saja 

kinerja orang-orang atau karyawan dalam organisasi juga sangat di 

pengaruhi oleh kondisi atau situasi yang kondusif, salah satunya 

adanya kesesuaian antara jabatan dengan syarat jabatan karyawan 

yang menduduki jabatan tersebut. Sehingga tidak terjadi kendala-

kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Berdasarkan basil wawancara dalam hal pengorganisasian 

Jabatan-Jabatan yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara, telah dilakukan dengan semestinya artinya sudah 

terkoordinasi dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro 

Organisasi yang menyatakan bahwa : 

"pengorganisasiannya dengan membentuk tim yang 
melibatkan seluruh SKPD. Setelah itu diadakan bimbingan 
teknis penyusunan anjab kepada seluruh tim, disamping itu 
diadakan juga rapat kerja teknis yang biasanya dilakukan 
setahun 2 kali, dan tentu saja koordinasi secara intensif baik 
dengan kepala SKPD maupun tim penyusun anjab". 
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Lebih lanjut disampaikan Kepala Biro Organisasi 

"Selama ini untuk Jabatan Struktural yang ada di SK.PD 
termasuk pada Sekretariat Daerah sudah di tentukan 
bersamaan keluamya Peraturan Gubemur tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja. Kemudian Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 25 tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenkelatur Jabatan yang sesuai rumpun 
jabatan masing-masing. Sehingga Biro Organisasi dalam 
fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan tinggal menetapkan 
batasan yang tegas, bahwa untuk jabatan yang diusulkan 
harus mengacu Perrnenpan 25 Tahun 2016 sesuai dengan 
arahan dari Kemenpan dan RB. Ini menjadi dasar/acuan 
setiap SK.PD termasuk Sekretariat Daerah dalam menentukan 
Jabatan yang dibutuhkan. Namun pedoman jabatan tersebut 
masih terbatas pada jabatan pelaksana sedangkan untuk 
jabatan struktural diserahkan pada masing-masing SK.PD 
yang berdasar PP 18 Tahun 2016 Nomenkelatumya di 
diatur/ditentukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait". 

Penjelasan Kepala Biro Organisasi tersebut senada dengan apa 

yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kelembagaan yang 

menyatakan bahwa : 

"agar jabatan-jabatan yang ada di SK.PD sesuai kebutuhan 
biasanya rutin dilaksanakan setiap tahun bimbingan teknis 
penyuusnan analisis jabatan dan juga rapat kerja teknis, dan 
pelaksanaannya selalu menghadirkan narasumber dari UIN 
malang sebagai pendamping". 

lebih lanjut juga Kabag Kelembagaan menyampaikan 

"Sekarang sudah ada pedoman Jabatan pelaksana yang 
dikeluarkan menpan yaitu Perrnenpan 25 Tahun 2016. Jadi 
SK.PD tinggal menentukan mana jabatan yang dibutuhkan 
yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing
masing, namun pedoman jabatan tersebut baru untuk jabatan 
pelaksana saja sedangkan untuk jabatan struktural diserahkan 
pada SK.PD masing-masing, dan selama ini SK.PD 
mengadopsi dari Kementerian dan Lembaga maupun daerah 
lain". 
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Kemudian pemyataan di atas, di kuatkan dengan apa yang 

disampaikan Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan yang 

menyatakan bahwa : 

"terkait pengorganisasian Jabatan-jabatan yang dibutuhkan, 
langkah pertama Biro Organisasi membentuk tim penyusunan 
anjab Provinsi Kalimantan Utara dan dibuatkan SK 
Gubemur, setelah itu tim yang telah terbentuk diberikan 
bimbingan teknis dengan tujuan setiap anggota tim paham 
dan mengerti bagaimana menyusun anjab serta jabatan apa 
saja yang sesuai dan dibutuhkan SKPD masing-masing. 
Selain itu agar lebih paham dan memiliki persepsi yang sama 
rutin di1aksanakan rapat kerja teknis". 

Hasil wawancara di atas, menggambarkan bahwa terkait 

jabatan-jabatan yang dibutuhkan pengorganisasinnya dilakukan 

mulai dengan pembentukan tim penyusunan anjab, setelah itu tim 

yang telah terbentuk diberikan bimbingan teknis. Agar lebih 

maksimal maka setiap setahun 2 kali juga dilaksanakan rapat kerja 

teknis. Dengan demikian dari hasil wawancara diatas di ketahui 

bahwa SKPD telah menentukan secara benar Jabatan-Jabatan apa 

saja yang seharusnya ada dan sesuai dengan Tugas Pokok dan 

Fungsi masing-masing. 

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui selama ini proses 

penentuan nomenkelatur jabatan struktural dilakukan dengan 

mengadopsi dari kementerian lembaga yang terkait, prosesnya 

dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan kementerian dan 

lembaga terkait, serta melakukan studi banding ke daerah lain. 

Setelah itu diusulkan kepada Biro Organisasi untuk mendapatkan 
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persetujuan Gubemur serta peng1s1an pejabatnya. Adapun terkait 

besaran organisasi setiap SKPD terlebih dahulu harus mengisi data 

pendukung untuk mendapatkan tipologi yang sesuai dengan kondisi 

riil organisasi, sehingga tergambar SKPD dengan type A berapa 

jabatan maksimal yang boleh ada, type B berapa Jabatan, Type C 

berapa jabatan dan type D berapa jabatan. 

Sedangkan tahapan penyusanan Analisis Jabatan di setiap 

SKPD dilakukan setelah keluamya Peraturan Gubenmur Tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja beserta uraian tugas setiap 

jabatan di masing-masing SKPD. Kondisi ini terlihat dari proses 

penyusunan analisis jabatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang difasilitasi oleh Biro Organisasi. Seperti yang 

disampaikan oleh Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan yang 

menyatakan bahwa : 

"Dalam proses penyusunan Analisis Jabatan, Biro Organisasi 
sifatnya hanya memfasilitasi, untuk penentuan jabatan-jabatan 
yang ada di SKPD sepenuhnya di serahkan kepada SKPD. 
Namun untuk jabatan pelaksana SKPD, Biro Organisasi 
menetapkan aturan harus mengacu pada permenpan 25 tahun 
2016, sedangkan untuk jabatan struktural mengacu pada 
Peraturan Gubemur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
yang awalnya merupakan adopsi dari kementerian dan 
lembaga yang terkait". 

Lebih lanjut disampaikan oleh analis jabatan yang menyatakan 

sebagai berikut: 

"selama ini jabatan struktural semua dari usulan SKPD, 
sedangkan jabatan pelaksana SKPD kami arahkan harus sesuai 
Permenpan 25 tahun 2016, karena menpan mintanya seperti 
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itu. Jabatan yang di usulkan namun tidak ada di Peremnpan 25 
tahun 2016 akan di tolak sistem. 

Dengan demikian terlihat bahwa pengorgan1sasian terkait 

jabatan-jabatan yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara sudah baik. Sekarang tinggal bagaimana agar hasil 

atau produk yang di hasilkan yaitu analisis jabatan dapat semaksimal 

mungkin atau benar-benar menjadi acuan dalam proses penataan 

kepegawaian? itu sudah bukan menjadi kewenangan Biro Organisasi 

melainkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

b. Aspek Penginterpretasian 

Biro Organisasi merupakan fasilitator dalam proses 

penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara, oleh sebab itu terkait dengan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya, khsususnya pemahaman dalam proses 

penyusunan analisis jabatan termasuk pemahaman tentang jabatan-

jabatan yang dibutuhkan harus lebih baik, agar dapat memberikan 

pemahaman maupun arahan kepada SKPD. Sehingga setiap SKPD 

termasuk didalarnnya Sekretariat Daerah mampu merumuskan dan 

menentukan jabatan-jabatan apa saja yang dibutuhkan, untuk 

kemudian dituangkan dalam analisis jabatan. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Biro Organisasi selaku 

fasilitator dalam penyusunan analisis jabatan, selalu melaksanakan 

kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan rapat kerja teknis yang 

pesertanya adalah seluruh analis yang ada di SKPD. Kegiatan ini 
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dilaksanakan Biro Organisasi dalam rangka mensosialisasikan, 

mengarahkan dan memberikan pemahaman terkait proses 

penyusunan analisis jabatan serta menyamakan perseps1 terkait 

jabatan-jabatan apa saja yang sesuai dan dibutuhkan SKPD. 

Sehingga terjadi kesamaan persepsi dan pemahaman terkait proses 

penyusunan analisis jabatan maupun terkait jabatan-jabatan apa saja 

yang dibutuhkan. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Kepala Biro 

Organisasi yang menyatakan bahwa : 

"Biro Organisasi selaku fasilitator penyusunan analisis 
jabatan, selalu melaksanakan kegiatan Bimtek anjab maupun 
rapat kerja teknis dalam rangka memberikan pemahaman 
kepada SKPD terkait proses penyusunan anjab serta 
menyamakan persepsi tentang jabatan-jabatan apa saja yang 
dibutuhkan. Untuk jabatan pelaksana mengacu pada 
Permenpan Nomor 25 Tahun 2016, SKPD tinggal memilih 
dan memilah jabatan-jabatan apa saja yang sesuai dan 
dibutuhkan oleh instansi masing-masing. untuk Sekretariat 
Daerah Jabatan yang dibutuhkan tentu saja jabatan-jabatan 
yang dapat mensupport Sekretaris Daerah dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam perumusan dan 
penyusunan kebijakan. Jadi yang hams di perbanyak itu 
jabatan fungsionalnya seperti analis kebijakan. Namun yang 
jelas seluruh jabatan yang dibutuhkan telah ada dalam 
dokumen analisis jabatan". 

Pemyataan diatas ditambahkan dan diperkuat oleh Kepala 

Bagian Kelembagaan yang menyatakan bahwa : 

"Semestinya jabatan-jabatan yang ada di Sekretariat Daerah 
adalah jabatan yang dapat mendukung kinerja Sekretaris 
Daerah, terutama dalam hal perumusan dan penyusunan 
kebijakan. Jabatan fungsional seperti analis rnisalnya, 
porsinya hams lebih banyak karena terkait analisis kebijakan 
yang akan di keluarkan oleh Pemerintah Daerah, dan semua 
jabatan tersebut sudah ada di dokumen anjab". 
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Basil wawancara di atas menggambarkan bahwa Sekretariat 

Daerah merupakan fungsi penunjang (Support), maka jabatan-

jabatan yang seharusnya ada adalah yang dapat membantu sekretaris 

daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Khususnya 

dalam proses perumusan kebijakan. Dan yang menjadi kebutuhan 

menurut informan adalah jabatan fungsional salah satunya jabatan 

analis kebijakan. Pemyataan yang sama juga di kemukakan oleh 

Kasubbag Anforjab yang menyatakan bahwa : 

"untuk Sekretariat Daerah Jabatan-Jabatan yang dibutuhkan 
adalah jabatan fungsional seperti Analis Perencanaan 
Program, Analis Kebijakan, Analis Kelembagaan, Analis 
Jabatan, Analis Hubungan Kelembagaan, Perancang 
Perundang-Undangan, Analis Pertanahan serta Penyuluh 
Perundang-Undangan. Namun tentu saja jabatan-jabatan 
pendukung lainnya juga hams ada seperti Pranata Komputer, 
Pranata Kehumasan dan lainnya. Secara keseluruhan baik 
jabatan fungsional maupun struktural sudah tertuang dalam 
dokumen anjab. Agar semua Biro dan SKPD mengetahui 
kebutuhan jabatannya kami setiap tahun pasti melaksanakan 
Bimtek Penyusunan Analisis Jabatan dan rapat kerja teknis. 
Hal ini kami lakukan untuk senantiasa memperbaiki dan 
mengevaluasi dokumen anjab yang sudah kami susun 
sebelumnya" 

Lebih lanjut disampaikan oleh analis jabatan Biro organ1sas1 

yang menyatakan sebagai berikut : 

"untuk Sekretariat Daerah jabatan-jabatan yang dibutuhkan 
lebih banyak jabatan fungsional seperti analis perencanaan, 
analis penanganan masalah sosial, analis pembinaan 
keagamaan, analis kerjasama teknis standarisasi, analis 
penanaman modal, analis pengembangan energi dan masih 
banyak lagi yang tentu disesuaikan tupoksi di biro-biro." 

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan pada Sekretariat 
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Daerah sudah baik. Hal ini juga di pertegas dari hasil Studi 

Dokumentasi dimana jabatan-jabatan yang dibutuhkan seperti yang 

yang disampaikan informan telah tertuang dalam dokumen analisis 

jabatan, sehingga data jabatan pada setiap Biro di Sekretariat Daerah 

sudah mencantumkan data jabatan yang dibutuhkan dan data tersebut 

setiap tahunnya disusun dan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian. 

Secara detail terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan Sekretariat 

Daerah beserta syaratjabatannya dituangkan dalam lampiran 3 (tiga). 

c. Aspek Pengaplikasian 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Biro Organisasi dalam 

mengaplikasikan terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah baik, jabatan-jabatan yang 

dibutuhkan sudah di tuangkan dalam dokumen analisis jabatan. 

Demikian juga berdasarkan hasil studi dokumentasi menunjukkan 

bahwa jabatan-jabatan yang dibutuhkan telah tersedia dalam dokumen 

analisis jabatan. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Biro 

Organisasi yang menyatakan sebagai berikut : 

"terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan terutama di Sekretariat 
Daerah, semuanya sudah tertuang dalam dokumen analisis 
jabatan. Dimana dalam proses penyusunannya seluruh SKPD 
dapat mengusulkan kebutuhan jabatannya masing-masing dalam 
bentuk dokumen analisis jabatan, kemudian hasilnya di serahkan 
kepada Badan Kepegawian Daerah, dan biasanya selama ini 
dokumen anjab tersebut di gunakan untuk proses pengadaan 
pegawai maupun mutasi". 

Pemyataan ini di perkuat oleh Kepala Bagian Kelembagaan 

yang menyatakan bahwa : 
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"Jabatan-jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah sudah 
tersedia semua dalam dokumen analisis jabatan, karena Biro 
Organisasi yang memfasilitasi penyusunannya. Setelah selesai 
data tersebut kami serahkan kepada Badan Kepegawaian. 
selanjutnya Badan Kepegawaian yang menggunakan baik untuk 
proses penerimaan CPNS maupun dalam proses mutasi". 

Hasil wawancara di atas menggambarkan Kondisi yang sangat 

baik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sebab dengan 

setiap Biro mengetahui jabatan-jabatan apa saja yang di butuhkan dan 

telah disusun dalam dokumen analisis jabatan tentu saja akan 

memberikan dampak yang sangat positif bagi penyelenggaraan 

pemerintahan, pembagian tugas dan fungsi akan lebih tepat sasaran dan 

tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Selanjutnya pemyataan 

tersebut dipertegas lagi oleh pemyataan yang disampaikan Kepala Sub 

Bagi an Analisis dan F ormasi Jabatan yang menyatakan sebagai berikut 

1m: 

"Dalam proses penyusunan analisis jabatan, seluruh SKPD 
termasuk Sekretariat Daerah menyusun kebutuhan jabatan 
masing-masing yang mengacu pada Permenpan 25 Tahun 2016. 
Setiap SKPD tinggal memilih dan memilah sesuai dengan 
rumpun jabatan dan urusan masing-masing. hasilnya domumen 
analisis jabatan sudah merupakan gambaran kebutuhan jabatan 
setiap SKPD, selanjutnya dokumen analisis jabatan tersebut di 
sampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah". 

Kemudian pemyataan diatas di tegaskan kembali oleh analis 

jabatan sebagai berikut: 

"Jabatan-jabatan yang dibutuhkan sudah ada semua dalam 
dokumen analisis jabatan, setiap SKPD selama ini yang 
menentukan sendiri karena mereka yang paling tau 
kebutuhannya. Yang pasti untuk jabatan pelaksana semuanya 
mengacu Permenpan 25 tahun 2016. Kalau untuk jabatan 
struktural satau saya liatnya di Pergub SOTK." 
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Berdasarkan basil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

proses aplikasi terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan pada Sekretariat 

Daerah sudah berjalan baik, dimana seluruh jabatan yang dibutuhkan 

telah diusulkan oleh setiap SK.PD termasuk Biro-Biro di Sekretariat 

Daerah dan tertuang dalam dokumen analisis jabatan. Dan dari hasil 

studi dokumentasi juga terlihat bahwa jabatan-jabatan yang dibutuhkan 

seperti analis kebijakan, analis kelembagaan, perancang perudang

undangan dan lain-lain telah tertuang secara jelas dalam dokumen 

analisis jabatan. Dengan demikian akan memberikan dampak yang 

sangat baik bagi pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris Daerah, artinya 

tugas Sekretaris Daerah sebagai pembantu Gubemur akan lebih mudah 

jika tugas dan fungsinya dapat terbantu olehjabatan-jabatan yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Implementasi basil analisis jabatan dalam pengisian jabatan di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Analisis jabatan merupakan informasi, tentang sebuah jabatan dan 

syarat-syarat yang ditetapkan untuk dapat menduduki atau memegang jabatan 

tersebut dengan baik. Output dari analisis jabatan adalah deskripsi jabatan 

(job description) dan spesifikasi jabatan (Job Spesification). Ivancevich 

(1992) dalam Igor Nugroho (2010), berpendapat bahwa analisis jabatan (job 

analisys) sebagai sarana untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan, 

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk kompetensi orang yang 

memenuhi kriteria yang ditentukan dalam uraian pekerjaan (job description). 
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Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kepala Sub Bagian 

analisis dan formasi jabatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

diketahui bahwa penyusnan analisis jabatan telah selesai dilakukan di 

Sekretariat Daerah, dan telah menghasilkan informasi jabatan yang 

dituangkan dalam bentuk dokumen uraian jabatan bagi seluruh pemegang 

jabatan Struktural maupun uraian jabatan untuk jabatan fungsional 

umum/pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Dokumen analisis jabatan tersebut memuat deskripsi jabatan (job 

deskcription) antara lain berupa rumusan tugas, ikhtisar jabatan, bahan kerja, 

alat kerja, basil kerja, korelasi jabatan, syarat jabatan, tanggung jawab serta 

informasi lainnya. Informasi inilah yang nantinya dapat dijadikan dasar atau 

acuan dalam proses penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, promosi, mutasi 

dan kebutuban diklat. Selanjutnya dokumen analisis jabatan tersebut 

diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai pengguna. 

Berdasarkan basil penelitian terkait implementasi analisis jabatan di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara meliputi beberapa aspek 

sebagai berikut: 

a. Aspek Pengorganisasian 

Dalam proses penyusunan analisis jabatan dilingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara termasuk di Sekretariat Daerah, di 

fasilitasi oleh Biro Organisasi. Prosesnya dimulai dengan pembentukan 

tim yang beranggotakan perwakilan dari seluruh SKPD, kemudian 
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selanjutnya tim yang telah dibentuk di bimbing dan dilatih terkait 

penyusunan analisis jabatan. Setelah dilakukan bimbingan dan pelatihan 

perwakilan analis SK.PD melakukan penyusunan analisis jabatan di SK.PD 

masing-masing, setelah selesai analisis jabatan diserahkan kepada Biro 

Organisasi untuk di himpun dalam bentuk dokumen yang selanjutnya 

diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dalam pengorgan1sas1an 

implementasi hasil analisis jabatan di Sekretariat Daerah dalam 

penempatan pegawai cukup baik, dimana jabatan-jabatan yang di butuhkan 

di Sekretariat Daerah telah disusun dalam dokumen analisis jabatan 

artinya data yang dapat digunakan dalam proses penataan kepegawaian 

telah tersedia. Namun Dokumen Analisis Jabatan tersebut apakah benar-

benar di gunakan dalam penantaan pegawai? Hal tersebut bukan ranahnya 

Biro Organisasi melainkan Badan Kepegawaian ini diungkapkan oleh 

Kepala Biro Organisasi yang menyatakan sebagai berikut : 

"Penyusunan analisis jabatan selama ini difasilitasi oleh Biro 
Organisasi, dalam mengkoordinasikannya dilaksanakan kegiatan 
formal dan non formal seperti rapat kerja teknis bagi seluruh Tim 
analis SK.PD sampai dokumen analisis jabatan tersebut selesai di 
susun, Biro Organisasi merangkum analisis jabatan dari seluruh 
SK.PD. Selanjutnya dokumen yang telah selesai di serahkan kepada 
Badan Kepegawaian Daerah. Untuk penggunaan dan penerapan 
analisis jabatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Badan 
Kepegawaian Daerah ". 

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh 

Kepala Bagian Kelembagaan yang menyatakan sebagai berikut : 

"analisis jabatan merupakan hal yang sangat penting, selama ini 
proses penyusunannya di fasilitasi biro organisasi. dan 
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alhamdulilah prosesnya sudah selesai juga sudah diserahkan pada 
Badan Kepegawaian. untuk pemanfaatan dokumen analisis jabatan 
tersebut merupakan Domain Badan Kepegawaian Daerah. Biro 
Organisasi hanya sebagai admin yang menyediakan data jabatan. 
Terkait apakah dokumen analisis jabatan tersebut di gunakan 
dalam proses penataan pegawai atau tidak bukan menjadi domain 
kami lagi". 

Hal senada disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Analisis dan 

Formasi Jabatan yang menyatakan sebagai berikut: 

"untuk penyusunan dokumen anjab, selama ini dilakukan oleh tim 
yang dibentuk biro organisasi, dan prosesnya sudah selesai dan 
sudah diserahkan kepada Badan Kepagawaian. penggunaan dan 
penerapannya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, kami 
hanya memfasilitasi saja." 

Data di atas menggambarkan bahwa proses pengorgamsas1an 

implementasi analisis jabatan dalam penempatan pegawai, dimulai dari 

proses penyusunan analisis jabatan yang difasilitasi oleh Biro Organisasi. 

Selanjutnya data analisis jabatan yang telah tersusun diserahkan kepada 

Badan Kepegawaian Daerah untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam 

proses pengadaan pegawai maupun penempatan pegawai. Dari basil 

wawancara diperoleh data bahwa pengorganisasian implementasi analisis 

jabatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara cukup baik 

bahkan mengarah kepada baik. Hal ini dapat terlihat dari komitmen dari 

pemangku kepentingan untuk semaksimal mungkin menempatkan pegawai 

sesuai dengan syarat jabatan yang tertuang dalam dokumen analisis 

jabatan. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah berikut ini : 
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"Dalam proses mutasi harus dibahas terlebih dahulu dalam tim 
baperjakat, adapun dasar/acuan baperjakat dalam melakukan 
pertimbangan adalah syarat jabatan yang tertuang dalam data 
analisis jabatan serta kebutuhan jabatan dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan 
lainnya seperti moralitas, etos kerja dan sebagainya". 

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebagai berikut : 

"Sudah merupakan aturan baku, bahwa setiap pelaksanaan mutasi 
pegawai pasti dibahas terlebih dahulu di Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan (baperjakat), dan dalam rapat tersebut 
setiap orang yang akan di dudukkan dalam sebuah jabatan di teliti 
dulu rekam jejaknya, moralitasnya, semangat kerjanya termasuk 
syarat jabatan dan kepangkatan yang ia miliki. Data tersebut ada di 
Dokumen analisi j abatan". 

Kemudian pemyataan diatas diperkuat lagi oleh Kepala Subbidang 

Mutasi Pegawai sebagai berikut: 

"Proses penempatan pegawai pasti melalui rapat baperjakat, dan 
biasanya data yang di pegang baperjakat adalah data analisis 
jabatan. yang dilihat itu syarat jabatannya terutama latar belakang 
pendidikan serta pangkat golongan ruang. Idealnya memang syarat
syarat lainnya juga harus di jadikan dasar tapi kalau mau benar
benar ideal agak susah karena kita Daerah Otonomi Baru masih 
banyak keterbatasannya". 

Hasil wawancara di atas di ketahui bahwa pengorganisasian terkait 

implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan sudah baik, 

pengisian jabatan prosesnya melalui rapat baperjakat dan setiap ASN yang 

akan ditempatkan pada sebuahjabatan terlebih dahulu dibahas satu persatu 

dengan mengacu pada data analisis jabatan. Namun dalam 

pertimbangannya Baperjakat tidak hanya mengacu pada data analisis 

jabatan, rekam jejak ASN, etos kerja juga menjadi bahan pertimbangan. 

Disamping itu kebutuhan jabatan yang di inginkan Pejabat Pembina 

43161.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



98 

Kepegawaian juga menjadi dasar dalam menempatkan seorang ASN dalam 

sebuah jabatan tertentu. 

b. Aspek Pengintepretasian 

Berdasarkan hasil wawancara terkait pengintepretasian implementasi 

hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan di Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara juga sudah baik. Dimana pemangku 

kepentingan sangat paham bahwa data analisis jabatan sangat penting 

dalam proses penataan kepegawaian. Sebagai contoh dalam penataan 

pegawai data analisis jabatan digunakan sebagai acuan dalam penempatan 

pegawai/pengisian jabatan, sebagaimana yang di ungkapkan Kepala Biro 

Organisasi berikut : 

"idealnya memang dalam menempatkan pegawai pada sebuah 
jabatan harus mengacu pada data analisis jabatan, supaya antara 
orang yang mendudukijabatan dangan latar belakangnya sesuai" 

Kemudian pemyataan yang kurang lebih sama disampaikan oleh 

oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang menyatakan bahwa : 

"Ya kalau menempatkan pegawai harus mengacu pada analisis 
jabatan, kami sangat paham oleh sebab itu dalam proses mutasi 
kami selalu mengacu dan berpedoman pada analisis jabatan, sebab 
dalam analisis jabatan terdapat syarat jabatan yang harus di penuhi 
seseorang yang akan menduduki sebuahjabatan". 

Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepala 

Badan Kepegawaian Daerah diatas, tentu saja menggambarkan bahwa 

pemahaman pemangku kepentingan terkait analisis jabatan khususnya 

dalam penempatan pegawai/pengisian jabatan sangat baik. Analisis jabatan 

telah menjadi acuan dalam rapat baperjakat untuk menempatkan pegawai 
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atau dalam proses mutasi. Kemudian pernyataan tersebut di tegaskan lagi 

oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai yang 

menyatakan sebagai berikut : 

"Dalam proses penempatan pegawai pasti dasarnya analisis 
jabatan, kami sangat paham aturan termasuk terkait analisis 
jabatan, dan itu sudah kami terapkan dalam proses mutasi, namun 
tentu saja tidak serta merta semuanya harus mengacu kesana karena 
ada pertimbangan-pertimbangan lainnya juga yang menjadi dasar 
kami menenmpatkan seseorang dalam sebuah jabatan". 

Pemyataan diatas diperkuat dengan pernyataan dari Kasubbid Mutasi 

yang menyatakan sebagai berikut : 

"pemahaman kami di BKD maupun tim baperjakat sudah sama, 
mangkanya dalam rapat baperjakat pasti yang menjadi dasar utama 
adalah data analisis jabatan, namun ada juga namanya kebijakan 
pimpinan, jadi dalam pertimbangannya pastilah ada faktor yang 
menjadi dasar". 

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pemahaman 

stakholder terkait implementasi hasil analisis jabatan dalam penempatan 

pegawai/pengisian jabatan sangat baik, dimana dalam proses mutasi selalu 

acuannya adalah data analisis jabatan. Namun dalam prakteknya 

penempatan pegawai prosesnya tidak dapat terlepas dari apa yang disebut 

kebijakan pimpinan, disamping itu terkadang dalam pertimbangannya ada 

faktor-faktor non teknis yang juga menjadi bahan pertimbangan tim 

baperjakat dan Pejabata Pembina Kepegawaian (PPK). 

c. Aspek Pengaplikasian 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa terkait implementasi hasil 

analisis jabatan dalam penempatan pegawai/pengisian jabatan di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada aspek 
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pengaplikasiannya kurang baik artinya belum ideal. walaupun dalam 

proses penempatan pegawai/pengisian jabatan acuannya adalah data 

analisisjabatan namun masih banyakjugajabatan struktural yang diduduki 

oleh pejabat yang secara syarat jabatan tidak sesuai. Misalnya ada jabatan 

yang seharusnya diduduki oleh orang dengan latar belakang pendidikan 

Manajemen atau Adminsitrasi Publik namun yang menduduki jabatan 

tersebut latar belakang pendidikannya sarjana komputer. Hal ini 

menggambarkan bahwa analisis jabatan belum sepenuhnya menjadi dasar 

dalam proses penempatan pegawai, atau bisa jadi ada alasan-alasan lain 

yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Hal ini seperti yang dinyatakan 

Kepala Biro Organisasi sebagai berikut : 

"Selama ini selaku tim baperjakat, kita selalu berupaya agar dalam 
menempatkan pegawai disesuaikan dengan syarat jabatan. Namun 
agak susah kalau mau ideal karna pegawai kita masih sangat 
kurang dan yang mutasi ke Pemprov latar belakangnya bermacam
macam dan tidak merata. sehingga memang pejabat yang ada 
sekarang masih banyak yang tidak sesuai syaratjabatan." 

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian 

Daerah dan di peroleh data bahwa kesesuaian antara yang menduduki 

jabatan dangan syarat jabatan yang tertuang dalam data analisis jabatan 

baru sekitar 60 s/d 70 %. seperti yang diungkapkan Kepala Badan 

Kepegawain Daerah berikut ini: 

"Sebagian besar jabatan struktural yang ada saat ini, telah sesuai 
syarat jabatan, karena acuan kami adalah data analisis jabatan. 
Namun kami sadari masih banyak juga jabatan-jabatan yang tidak 
sesuai, misalnya seharusnya pejabatanya sarjana Administrasi 
Publik malah diduduki oleh sarjana komputer, memang ini tidak 
pas. Tapi mau apalagi kan kaltara ini daerah otonomi baru jadi 
jumlah SDM nya masih terbatas. Sehingga sangat sulit kalau mau 
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langsung ideal nanti banyak SKPD yang kosong, jadi biar 
organisasi jalan dulu kita isi jabatan-jabatan tersebut dengan orang 
yang ada. Namun jika dirata-rata 60-70 % saya kira sudah sesuai 
dengan syarat j abatan ". 

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat lagi dengan pernyataan 

yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pegawai yang menyatakan bahwa : 

"untuk jabatan-jabatan yang ada saat ini sebagian besar sebenarnya 
sudah sesuai dengan yang di syaratkan dalam dokumen analisis 
jabatan, namun tentu saja masih banyak juga yang belum sesuai, 
saya kira pelan-pelan hal itu akan dibenahi, karena sebagai provinsi 
barn mungkin faktor kekurangan pegawai menjadi salah satu 
kendala, sehingga ada orang yang ditempatkan tidak sesuai syarat 
jabatan, dan bisajadi adajuga unsur kebijakan pimpinan disana". 

Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan yang disampaikan 

Kepala Sub Bidang Mutasi yang menyatakan bahwa : 

"kalau secara umum, sebenarnya jabatan struktural yang ada di 
SKPD termasuk di Sekretariat Daerah persentasenya lebih banyak 
yang sudah sesuai dengan syarat j abatan, karena setiap baperj akat 
melaksanakan rapat pasti yang jadi acuan adalah data analisis 
jabatan. kalaupun masih ada yang belum sesuai, sebenarnya masih 
wajar sebab sebagai daerah otonomi barn tentu belum bisa ideal, 
karena jumlah SDM masih terbatas. Selain itu kadang-kadang 
unsur kebijakan memang tidak bisa lepas dari proses mutasi". 

Dari basil wawancara diatas, maka diketahui bahwa proses pengisian 

jabatan/penempatan pegawai prosesnya dilakukan melalui rapat tim badan 

pertimbangan jabatan dan kepangkatan, dan jika dilihat implementasi hasil 

analisis jabatan dalam pengisian jabatan/penempatan pegawai sangat jelas 

tergambar bahwa proses implementasinya sudah benar, dimana baperjakat 

dalam memutuskan layak atau tidaknya sesorang menduduki sebuah 

jabatan acuannya adalah data analisis jabatan. Namun yang menjadi 
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masalah masih cukup banyak pejabat yang menduduki sebuah jabatan 

tidak sesuai dengan syarat jabatan yang di persyaratkan. Berdasarkan hasil 

wawancara diperoleh informasi bahwa selain data analisis jabatan, 

baperjakat dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan faktor non 

teknis seperti rekam jejak, etos kerjanya, moralitas serta perilaku ASN 

yang akan di tempatkan pada jabatan tertentu, sehingga kadang-kadang 

antara syarat jabatan dengan perilaku dan moral seorang ASN tidak seiring 

sejalan, hal tersebut juga yang menyebabkan seseorang ditempatkan pada 

posisi jabatan yang kurang sesuai. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penempatan pegawai sesuai 

basil analisis jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Dalam setiap pelaksanaan program maupun kebijakan, tentu saja 

tidak terlepas dari kendala atau permasalahan yang menyertainya. Dalam 

prakteknya terjadi kendala-kendala yang menyebabkan implementasinya 

menjadi tidak maksimal. Kendala-kendala yang diahadapi tentu saja sangat 

beragam, setiap daerah tentu saja berbeda apalagi jika yang dibahas adalah 

Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai Daerah Otonomi yang baru terbentuk 

pada tahun 2012 tentu saja Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi 

termuda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja masih banyak 

kekurangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya baik sarana 

prasana maupun Sumber Daya Aparaturnya. 
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Jika kita membahas terkait penempatan pegawai sesuai hasil 

analisis jabatan, sudah barang tentu juga tidak terlepas dari kendala

kendala dalam prosesnya baik dalam proses pengorganisasiannya, 

intepretasinya maupun dalam proses pengaplikasinnya untuk itu perlu 

inventarisir apa saja yang menjadi kendala dalam penempatan pegawai 

sesuai hasil analisis jabatan. Berdasarkan hasil wawancara maka di peroleh 

informasi terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 

penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan antara lain : minimnya 

jumlah pegawai/Aparatur Sipili Negara, syarat jabatan dari hasil analisis 

jabatan tidak sesuai dengan keinginan pejabat pembina kepegawaian 

(PPK), pegawai yang mutasi ke Pemprov latar belakangnya tidak sesuai 

dengan kebutuhan jabatan, adanya unsur kebijakan dalam penempatan 

pegawai. 

a. Aspek Pengorganisasian 

Dalam proses penempatan pegawai merupakan kewenangan 

Badan Kepegawaian Daerah, sehingga tentu saJa dalam 

pengorgamsas1annya secara otomatis dilakukan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan hasil 

wawancara, maka di peroleh informasi bahwa dalam pengorganisasian 

kendala-kendala yang ada pada proses penempatan pegawai sesuai hasil 

analisis jabatan Khususnya yang terkait dengan pengorganisasian dapat 

dilaksanakan dengan baik, seperti yang dinyataskan oleh Kepala Biro 

Organisasi sebagai berikut : 
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"saya rasa tidak ada, selama ini proses rapat Tim Baperjakat 
jalan seperti biasa saja. Proses ini kan sudah menjadi rutinitas 
jadi sudah bisa di bilang khatamlah. Kalaupun ada paling teknis 
pelaksanannya saja. Terkait yang menjadi acuan dalam rapat 
tersebut sudah pasti yang pertama data syarat jabatan, terus 
lainnya seperti profil PNS yang bersangkutan dan tentu faktor
faktor teknis maupun non teknis juga dijadikan bahan 
pertimbangan." 

Kemudian pemyataan lainnya dinyatakan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah yang menyatakan bahwa : 

"kendala dalam pengorganisasian kayaknya tidak ada, paling 
pada saat mau rapat baperjakat aja agak susah mencocokkan 
jadwal dengan seluruh Tim Baperjakat. Mungkin karena 
kesibukan masing-masing jadi selama ini kalau mau rapat tim 
baperjakat pejabatnya sering tidak lengkap, jadi rapatnya sering 
di j adwalkan ulang". 

Pemyataan diatas, di kuatkan oleh pemyataan Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pegawai yang menyatakan sebagai 

berikut: 

"kendalanya tidak ada, karena data analisis jabatankan sudah 
tersedia, kami tinggal menggunakan saja baik untuk pengusulan 
kebutuhan pegawai ke kemenpan maupun dalam proses mutasi 
khususnya dalam rapat Tim Baperjakat". 

Selanjutnya pemyataan disampaikan Kepala Sub Bidang mutasi 

yang menyatakan sebagai berikut : 

"kendalanya kayaknya tidak ada, selama ini rapat Tim 
Baperjakat lancar-lancar saja, tidak pemah ada masalah." 

Dari hasil wawancara diatas, maka di perolah gambaran bahwa 

pengorganisasian penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan 

tidak mengalami kendala. Sebab menurut keterangan informan data 

analisis jabatan sudah tersedia yang disusun oleh Biro Organisasi, 

43161.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



105 

Badan Kepegawaian Daerah tinggal menggunakan data tersebut baik 

untuk pengusulan kebutuhan pegawai ke Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur dan Reformasi Birokrasi, maupun dalarn proses mutasi 

khususnya ketika dalarn membahas siapa yang cocok dan memenuhi 

syarat menduduki sebuah jabatan pada SKPD tertentu. Tentunya 

pembahasan tersebut dilakukan dalarn rapat Tim Baperjakat, dan yang 

menjadi pertimbangan dalam rapat tersebut salah satunya adalah syarat 

jabatan yang tertuang dalarn data analisis jabatan. 

b. Aspek Penginterpretasian 

Badan Kepegawaian Daerah merupakan pengguna data analisis 

jabatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah 

merupakan implementator analisis jabatan dalarn penempatan pegawai, 

termasuk juga Badan Petimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

(baperjakat). oleh sebab itu pemahaman terkait untuk apa saja data 

analisis jabatan digunakan haruslah sarna, baik Badan Kepegawaian 

Daerah maupun tim yang tergabung dalarn Badan Pertimbangan Jabatan 

dan Kepangkatan. Sehingga dengan demikian tidak akan mengalarni 

kendala-kendala dalarn pengimplementasiannya. 

Dari hasil wawancara, maka dapat di ketahui bahwa terkait 

pemaharnan stakholder dalarn hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan 

Tim Baperjakat terkait penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan 

tidak ada kendala, dimana semua pihak sangat memaharni dan sepakat 

bahwa dalarn proses mutasi atau dalarn menempatkan pegawai maka 
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pedomannya adalah data analisis j abatan. Hal ini seperti yang di 

nyatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut : 

"Tidak ada kendala, baik BKD maupun tim baperjakat sangat 
paham, bahwa pada proses mutasi dasarnya harus mengacu pada 
data analisis jabatan". 

Pemyataan lainnya dinyatakan oeh Kepala Biro Organisasi yang 

menyatakan sebagai berikut : 

"sejauh ini tidak ada kendala, menurut saya pemahaman seluruh 
tim baperjakat terkait pemanfataan data analisis jabatan sudah 
sangat baik, dan tim sangat paham bahwa setiap pembahasan 
yang kami lakukan dalam proses mutasi harus mengacu pada 
data analisis jabatan. Apalagi biro organisasi yang memfasilitasi 
penyusunannya, saya dalam tim pasti selalu memberikan 
masukan berdasarkan syarat j abatan sesuai data analisis 
jabatan." 

Kemudian pemyataan diatas di tegaskan kembali dengan 

pemyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pegawai berikut ini : 

"saya rasa tidak ada kendala, sebab BKD maupun Tim 
Baperjakat sudah sangat paham apa itu analisis jabatan dan 
untuk apa digunakan". 

Pemyataan senada disampaikan oleh Kepala Sub Bagian mutasi 

sebagai berikut: 

"Kendala kayaknya tidak ada, karena selama ini Analisis jabatan 
setau saya sudah menjadi acuan pada saat rapat Tim 
Baperjakat". 

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat di ketahui bahwa untuk 

intepretasi terkait penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan 

tidak mengalami kendala, analisis jabatan sudah sangat dipahami oleh 

seluruh stakholder bahwa setiap proses mutasi/penempatan pegawai 
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harus mengacu pada data analisis jabatan. Dengan demikian 

pemahaman stakholder dalam hal ini BKD maupun Tim Baparejakat 

sangat baik, dimana analisis jabatan merupakan hal yang penting dalam 

proses mutasi/penempatan pegawai. 

c. Aspek Pengaplikasian 

Aspek pengaplikasian manjadi hal yang harus mendapatkan 

perhatian lebih, jika dari segi pengorganisasian dan pengiterpretasian 

tidak ditemukan kendala dalam proses penempatan pegawai sesuai hasil 

analisis jabatan, maka berbeda dari segi pengaplikasiannya. Terdapat 

beberapa hal yang menjadi kendala, ini tentu saja harus menjadi konsen 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga kedepannya 

penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan dapat berjalan dengan 

baik dan dapat dilaksanakan secara maksimal tanpa kendala yang 

berarti. 

Dari hasil wawancara aspek pengaplikasian terdapat kendala-

kendala yang menyebabkan penempatan pegawai sesuai hasil analisis 

jabatan tidak dapat berjalan seperti yang seharusnya. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Kepala Badan Biro Organisasi Berikut ini : 

"Kendala kita selama ini minimnya jumlah pegawai, sehingga 
sangat sulit untuk menempatkan sesorang pada jabatan yang 
sesuai dengan syarat jabatannya. Sebab kalau di laksanakan 
sesuai hasil anjab maka yang terjadi ada SKPD yang lebih 
pegawainya dan ada juga SKPD yang kosong sama sekali 
jabatannya alias tidak terisi. Jadi prinsipnya untuk sementara 
bagaimana agar SKPD terkait dapat berjalan dan dapat 
memberikan pelayanan sambil pelan-pelan kita benahi". 
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Dari apa yang disampaikan informan diatas menggambarkan 

bahwa kendala terkait minimnya jumlah pegawai sangat mempengaruhi 

proses penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan. Tentu saja 

sangat dilematis sebab ketika ingin menerapkan prosesnya se ideal 

mungkin maka akan terjadi ketimpangan dalam struktur organisasi 

SKPD di Provinsi Kalimantan Utara. Disamping itu selain terkait 

minimnya pegawai, kendala lainnya adalah terjadi ketidak sesuman 

antara syarat jabatan yang ada pada data analisis jabatan dengan 

kebutuhan jabatan yang dinginkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

(PPK), sebagaimana yang lebih lanjut disampaikan oleh kepala Badan 

Kepegawaian Daerah berikut : 

"terkadang syarat jabatan yang ada, tidak sesuai dengan yang 
dinginkan oleh Pejabat Pembina Kepegawian, misalnya latar 
belakang pendidikan sesuai syarat jabatan yang bisa duduk di 
sebuah jabatan sarjana Sospol namun PPK maunya sarjana 
Pemerintahan yang menduduki jabatan tersebut, sehingga mau 
tidak mau kita harus mengakomodir keinginan Pejabat Pembina 
Kepegawaian. Dan saya rasa itu tidak masalah karna masih satu 
jalur". 

Pemyataan diatas kemudian dikuatkan dengan apa yang di 

sampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pegawai berikut ini: 

"Memang masih banyak pegawai yang menduduki jabatan tidak 
sesuai dengan syarat jabatannya, yang menjadi kendala adalah 
pertama SDM kita masih terbatas, kedua dalam proses mutasi 
pasti tidak bisa lepas dari unsur kebijakan, selain itu memang 
kadang-kadang data analisis jabatan tidak seiring sejalan dengan 
keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian". 
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Lebih lanjut pemyataan senada disampaikan oleh Kepala Sub 

Bidang Mutas yang menyatakan sebagai berkut: 

"Kendalanya salah satunya kekurangan pegawai, selain itu orang 
yang mutasi pindah ke kaltara latar belakangnya juga tidak 
merata, jadi kalau mau ideal sesuai syarat jabatan banyak SKPD 
yang tidak terisi jabatannya". 

Dari basil wawancara dengan informan diatas, memberikan 

gambaran bahwa dalam proses penempatan pegawai sesuai hasil 

analisis jabatan terdapat beberapa kendala, antara lain sebagai daerah 

otonomi baru jumlah Pegawai pemprov kaltara masih minim, kemudian 

pegawai yang mutasi pindah ke Pemprov Kaltara memiliki latar 

belakang yang berbeda-beda dan kebanyakan tidak sesuai dengan 

kebutuhan jabatan Pemprov Kaltara. Sehingga dengan kondisi yang 

demikian, menyulitkan Pemprov Kaltara apabila ingin menempatkan 

pegawai pada kondisi yang ideal sebab akan ada ketimpangan yang 

terjadi, dimana ada SKPD yang memiliki pejabat dan pegawai yang 

lengkap namun disisi lain ada SKPD yang kekurangan pegawai dan 

jabatan-jabatan yang ada di struktur kosong tidak terisi sama sekali. 

Selain dari pada permasalahan tersebut, kendala lainnya data 

analisis jabatan khususnya pada syarat jabatan terkadang belum sesuai 

dengan keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian. Dan yang tidak dapat 

di pungkiri juga dalam proses mutasi/penempatan pegawai kadang-

kadang ada unsur kebijakan yang lebih menonjol. Kemudian ada sebab 

lain yang tergambar dari basil wawancara, dimana baperjakat pada saat 

memutuskan layak atau tidaknya seseorang menduduki sebuah jabatan 
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tidak hanya mengacu pada syarat jabatan, namun faktor non teknis 

seperti rekam jejak, latar belakang, moralitas, dan etos kerja juga 

menjadi pertimbangan. Sehingga ada juga pegawai yang sudah sesuai 

syarat jabatan namun dari segi morailitas dan etos kerja kurang baik 

tidak dapat direkomendasikan untuk menduduki sebuah jabatan. 

Sehingga dapat dikatakan banyak faktor yang mempengaruhi 

penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan, selain kendala

kendala yang telah disebutkan sebelumnya temyata faktor non teknis 

juga mempengaruhi prosesnya. 

C. Pembahasan 

1. Jabatan-jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

a. Aspek Pengorganisasian 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian terkait jabatan-jabatan apa 

sa3a yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. Terutama aspek pengorgamsas1an jabatan-jabatan yang 

dibutuhkan pada Sekretariat Daerah sudah berjalan dengan baik, dimana 

proses pengorganisasian dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Prosesnya 

dimulai dengan fasilitasi penyusunan analisis jabatan yang melibatkan 

seluruh SKPD termasuk sekretariat daerah, tim yang dibentuk oleh biro 

organisasi yang terdiri dari seluruh perwakilan SKPD melaksanakan 

penyusunan analisis jabatan pada SKPD masing-masing, kemudian 

setelah selesai hasilnya di sampaikan kepada biro organisasi untuk di 
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rangkum menjadi satu-kesatuan. Setelah selesai dokumen analisis jabatan 

tersebut di serahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah. 

Untuk jabatan-jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah, 

khususnya jabatan pelaksana mengacu pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2016, 

tentang Nomenkelatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, dan biro organisasi tinggal memberikan 

arahan dan petunjuk kepada seluruh analis di SKPD untuk mengacu pada 

Permenpan tersebut. Sedangkan untuk nomenkelatur jabatan struktural 

setiap SKPD, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

di tentukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait dengan mengeluarkan 

pedoman nomenkelatur. Dengan demikian untuk nomenkelatur jabatan 

struktural setiap SKPD mangadopsi dari kementerian dan lembaga yang 

terkait. Khusus untuk Sekretariat Daerah nomenkelatur jabatan 

strukturalnya di tentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Untuk menentukan jabatan yang dibutuhkan, maka salah satu 

langkah yang terlebih dulu dilakukan adalah dengan melakukan analisis 

jabatan oleh sebab itu Biro Organisasi selaku fasilitator dalam 

penyusunan analisis jabatan harus dapat mengorganisasikan sumber daya 

di seluruh SKPD dalam rangka tercapainya tujuan organisasi yaitu 

tersusunnya dokumen analisis jabatan. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Handoko (2011:167) yang menyatakan bahwa 

pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang 
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sesuai dengan tujuan orgarusas1, sumber daya yang dimilikinya, dan 

lingkungan yang melingkupinya. Sedangkan menurut fahmi (2013: 1) 

menyatakan bahwa organisasi publik merupakan sebuah wadah yang 

memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan 

serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali 

kepuasan bagi pemiliknya. Lebih lanjut menurut A.M. Williams dalam 

bukunya Organization of Canadian Goverment Administration ( 1965) 

dalam Abigail (2016:150) bahwa salah satu prinsip-prinsip organisasi 

adalah organisasi mempunyai tujuan yang jelas. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting, sebagai organisasi 

yang mempunyai tujuan yang jelas Biro Organisasi hams mampu 

mengorganisasikan terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan khususnya 

dalam proses penyusunan analisis jabatan. Sehingga dengan demikian 

diharapkan jabatan-jabatan yang ada nantinya benar-benar jabatan yang 

dibutuhkan dan dapat mendukung kinerja organisasi dalam mencapai 

tujuan. 

b. Aspek Penginterpretasian 

Terkait aspek pengiterpretasian jabatan-jabatan yang dibutuhkan 

pada Sekretariat Daerah, Biro Organisasi selaku fasilitator dalam 

penyusunan analisis jabatan telah melaksanakanya dengan baik. Biro 

organisasi telah melaksanakan langkah-langkah yang kongkrit dalam 

rangka memberikan pemahaman terkait jabatan-jabatan apa saja yang 
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dibutuhkan pada Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan serta pelaksanaan 

rapat kerja teknis penyusunan analisis jabatan, tentu saja dengan peserta 

seluruh analis di SKPD yang masuk dalam Tim Penyusunan Analisis 

Jabatan Provinsi Kalimantan Utara. Pada kegiatan dimaksud didampingi 

oleh pihak UIN malang yang sekaligus menjadi narasumber. 

Pemahaman terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan merupakan hal 

yang sangat penting, sebab kinerja organsasi juga sangat di pengaruhi 

oleh jabatan-jabatan yang mendukungnya dengan kata lain Spesifikasi 

jabatan (job spesification) merupakan faktor pendukung kinerja sebuah 

organisasi. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh Geoffrey ( dalam 

Komaruddin, 1996:40) yang di kutip Igor Nugroho dalam tesisnya bahwa 

spesifikasi jabatan (job spesification) bermanfaat sebagai : landasan 

melaksanakan mutasi; landasan untuk melaksanakan promosi; landasan 

melaksanakan training/pelatihan. Sedangkan sasaran sepesifikasi jabatan 

(job speseification) antara lain adalah membantu pegawai dalam 

mendefenisikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sebagai 

dasar untuk menetapkan program dan pola pengembagan karir pegawai. 

Kemudian berdasarkan hasil penelitian di peroleh gambaran, bahwa 

pemahaman Biro Organisasi selaku fasilitator penyusunan anjab terkait 

jabatan-jabatan yang di butuhkan sudah baik, dimana biro organisasi 

sangat memahami bahwa Sekretariat Daerah merupakan fungsi 

pendukung. Oleh sebab itu jabatan-jabatan yang dibutuhkan Sekretariat 
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Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya 

adalah jabatan-jabatan fungsional seperti analis kebijakan, analis 

kelembagaan, analis hubungan kelembagaan, analis jabatan, analis 

pengembangan dan penataan batas negara, analis infrastruktur, analis 

kebijakan pelaksanaan anggaran, analis peraturan perundang-undangan, 

analis rancangan perundang-undangan, analis produk hukum, analis 

pengembangan wilayah, analis pembangunan, analis usaha pemasaran 

dan promosi wisata, analis penanaman modal, analis akses industri. 

Jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan staf/pelaksana sedangkan untuk 

jabatan strukturalnya berdasarkan hasil studi dokumentasi semua jabatan 

tersebut telah dituangkan dalam dokumen analisis jabatan Sekretariat 

Daerah, yang dirinci menjadi 9 bagian sesuai dengan jumlah biro yang 

ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan dalam 

penelitian ini jabatan-jabatan tersebut beserta syarat mendudukinya 

tertuang dalam lampiran 3 (tiga). 

c. Aspek Pengaplikasian 

Aspek pengaplikasian terkait jabatan-jabatan yang di butuhkan 

Sekertariat Daerah sangat baik. Dimanajabatan-jabatan yang di butuhkan 

telah di tuangkan dalam dokumen analisis jabatan. Ketika Badan 

Kepegawaian Daerah menginput kebutuhan personil di sistem e-formasi 

Kementerian PAN dan RB, maka yang di input adalah data jabatan yang 

terdapat pada dokumen analisis jabatan. Sehingga jika mendapatkan 
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persetujuan untuk menambah personil dari Kemenpan maka nama 

jabatan-jabatan tersebut yang akan diisi personilnya melalui tes CPNS. 

Secara prosedur pengaplikasian terkait jabatan-jabatan yang di 

butuhkan sudah On The Track, karena berdasarkan ketentuan 

Kementrerian PAN dan RB syarat untuk mengajukan formasi adalah 

menginput kebutuhanjabatan di sistem e-formasi, dan data yang di input 

adalah data jabatan yang sudah tertuang dalam dokumen analisis jabatan. 

Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara dimana dalam pasal 56 ayat 1 berbunyi 

setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 

jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis baban kerja. 

Kemudian di pasal yang sama namun pada ayat yang berbeda yaitu ayat 

3 disebutkan berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud 

ayat (1 ), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS 

secara nasional. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2014:65), 

implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atu di rumuskan. Sementara 

Nugroho (2003:158) menyatakan implementasi kebijakan adalah cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terkait dengan proses 

pengaplikasian jabatan-jabatan yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara telah dilaksanakan dengan sangat baik, 

dimana seluruh jabatan yang di butuhkan telah di tuangkan dalam 
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dokumen analisis jabatan. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah 

tinggal mengaplikasikannya dalam proses /pengisian jabatan penempatan 

pegawai. 

2. lmplementasi Hasil Analisis Jabatan dalam peng1s1an jabatan di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

a. Aspek Pengorganisasian 

Pengisian Jabatan/Penempatan pegawai merupakan manaJemen 

sumber daya manusia, dimana dalam prakteknya harus mengikuti rambu

rambu atau aturan yang menaunginya. Tentu saja aturan yang dibuat, 

dalam rangka mengatur dan mengelola organisasi agar dapat berjalan 

sesua1 rel sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah di 

tetapkan sebelumnya. Namun tidak bisa di pungkiri dalam prakteknya 

tentu saja banyak kendala-kendala yang dihadapi dan menuntut organisasi 

mencari cara penyelesaian agar kendala tersebut tidak mengganggu dan 

dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. 

Mathis & Jackson (2006:262) menyatakan bahwa penempatan 

adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, 

seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan 

mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Dengan kata lain pendapat 

tersebut ingin mengemukakan bahwa penempatan sesorang pada posisi 

dan pekerjaan yang tepat yang sesuai dengan latar belakang dan 

keahliannya akan sangat mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang, dan 

tentu saja jika kualitas individu dalam organisasi sangat baik, maka akan 
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sangat bermanfaat bagi orgamsas1 dalam mencapai tujuannya. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Marihot Tua, (2002), dalam 

(Sunyoto, 2012:1), bahwa sumber daya manusia dengan segala penentuan 

dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan program yang bertujuan 

untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan dan pemeliharaan dalam 

usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan evektifitas 

organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat di 

pertanggungjawabkan. 

Sedangkan Hanggraeni (2012:79) mengemukakan bahwa: 

"penempatan atau placement adalah proses penugasan atau 
penugasan kembali pekerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan 
atau menempati suatu posisi barn di dalam perusahaan. 
Penempatan bertujuan untuk menempatkan seorang karyawan 
pada posisi atau jabatan tertentu yang dianggap pas untuk 
dirinya. 

Pendapat tersebut di atas jelas sekali bahwa jika menempatkan 

seseorang harus pada posisi atau jabatan yang pas, jika tidak pas dan tidak 

sesuai dengan latar belakang keahliannya maka bisa jadi akan memberikan 

dampak yang kurang baik terhadap jalannya organisasi. 

Berdasarkan gambaran hasil penelitian dapat diketahui bahwa, 

implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan pada 

sekretariat daerah secara umum pengorganisasinya sudah berjalan baik. 

Pengorganisasian penempatan pegawai/pengisian jabatan pada sebuah 

jabatan, prosesnya dilaksanakan melalui rapat tim badan pertimbangan 

jabatan dan kepangkatan (baperjakat), dimana unsur dari tim baperjakat 

terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten 
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Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala 

Badan Kepegawaian, Inspektur Inspektorat, Kepala Biro Hukum, Kepala 

Biro Organisasi serta Kepala Bagian Mutasi. Tim baperjakat dimaksud 

melaksanakan rapat untuk membahas nama-nama ASN yang akan 

menduduki sebuah jabatan, dan yang menjadi acuan baperjakat dalam 

rapat tersebut adalah dokumen analisis jabatan. 

Namun dokumen analisis jabatan bukan satu-satunya acuan dalam 

menentukan cocok atau tidaknya seorang ASN menduduki sebuah jabatan, 

ada faktor lain yang ikut dijadikan pertimbangan oleh tim baperjakat yaitu 

faktor non teknis antara lain rekam jejak, latar belakang, moralitas serta 

etos kerja dari ASN bersangkutan. setelah nama-nama dibahas satu 

persatu, maka daftar nama yang dinyatakan layak menduduki jabatan 

disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Gubemur 

untuk mendapatkan persetujuan. Setelah di setujui pejabat pembina 

kepegawaian maka selanjutnya dilaksanakan prosesi pelantikan. 

Penempatan pegawai/pengisian jabatan pada sebuah jabatan harus 

lebih efektif dan efisien, dalam penataan pegawai harus berdasarkan 

kebutuhan dan syarat jabatan serta berlandaskan pada peraturan yang ada. 

Dengan mengacu pada dokumen analisis jabatan, maka proses 

menempatkan pegawai/pengisian jabatan yang dilaksanakan di Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah berada pada koridor yang benar. 

Selain itu dalam proses penempatan pegawai juga harus mengacu pada UU 

ASN No. 5 Tahun 2014, selain itujuga harus mengcu pada Surat Instruksi 
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Mendagri Nomor 820/6040/SJ yang menegaskan bahwa pejabat kepala 

daerah dilarang melakukan mutasi pegawai tanpa persetujuan tertulis dari 

Menteri Dalam Negeri. Sehingga diharapkan dengan melakukan proses 

yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, akan diperoleh 

pejabat-pejabat yang berkualitas dan dapat di andalkan. Disamping itu 

Penempatan pegawai/pengisian jabatan merupakan bagian dari keputusan 

yang menentukan tingkat evektifitas individu, kelompok dan organisasi 

dalam proses pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. 

b. Aspek Penginterpretasian 

Terkait aspek pengintepretasian implementasi hasil analisis jabatan 

dalam penempatan pegawai/pengisian jabatan pada Sekretariat Daerah 

sudah baik, seluruh stakholder sangat paham bahwa dalam proses 

penempatan pegawai/pengisian jabatan pada jabatan tertentu, harus 

mengacu pada dokumen analisis jabatan. Berdasarkan hasil wawancara 

stakholder yang tergabung dalam Tim Baperjakat maupun Gubemur 

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sangat memahami bahwa dokumen 

analisis jabatan harus menjadi acuan dalam proses penempatan 

pegawai/pengisian jabatan. Tentu ini sangat positif, memang sangat 

dibutuhkan kesamaan persepsi/pemahaman seluruh stakholder atau pihak

pihak yang terkait dalam proses pengisian jabatan/penempatan pegawai 

tersebut, ini sangat penting guna meminimalisir kendala-kendala dalam 

prosesnya. 
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Hogwood dan Gunn dalam Nugroho yang dikutip Abigail dalam 

tesisnya (2016 :23 ), menyatakan bahwa untuk melakukan implementasi 

kebijakan di perlukan beberapa syarat yaitu : 

a) jaminan bahwa kondisi ekstemal yang dihadapi oleh lembaga/badan 
pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar; 

b) sumber daya yang memadai; 
c) sumber-sumber yang diperlukan memang ada; 
d) kebijakan yang akan di implementasikan didasari hubungan kausal 

yang andal; 
e) seberapa banyak hubungan kausal yang terjadi; 
f) seberapa besar hubungan saling ketergantungan; 
g) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam 

terhadap tujuan; 
h) tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benari; 
i) komunikasi dan koordinasi yang sempuma; 
j) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempuma. 

Lebih lanjut Van Meter Van Hom dalam Dyah Mutiarin dan Arif 

Zaenudin (2014:27) menegaskan bahwa terdapat beberapa unsur 

tanggapan pelaksana yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 

yaitu : (a) respons implementator terhadap kebijakan, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, 

yakni pemahaman terhadap kebijakan, dan ( c) intensitas disposisi 

implementator, yakni referensi nilai yang dimiliki oleh implementator. 

Pendapat ahli diatas jelas menyatakan bahwa syarat di 

implementasikannya sebuah kebijakan, salah satunya adalah pemahaman 

yang mendalam terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan dan 

kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan. Dengan demikian 

pemahaman terhadap tujuan menjadi sangat penting termasuk pemahaman 

terhadap apa yang akan dimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian, 
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pemahaman stakholder terkait implementasi hasil analisis jabatan dalam 

penempatan pegawai/pengisian jabatan sudah baik, artinya pihak-pihak 

terkait sangat memahami bahwa analisis jabatan sejatinya memang harus 

di jadikan acuan dalam proses penempatan pegawai/pengisian jabatan . 

. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa baperjakat dalam 

menempatkan seseorang pada sebuah jabatan tidak semata-mata hanya 

mempertimbangkan syarat jabatan. Namun faktor-faktor lainnya juga di 

jadikan pertimbangan, seperti yang telah di bahas sebelurnnya diatas 

bahwa aspek non teknis seperti latar belakang, moralitas, rekam jejak dan 

etos kerja seorang pegawai, menjadi faktor yang cukup dominan dijadikan 

dasar pertimbangan duduk atau tidaknya yang bersangkutan pada sebuah 

jabatan. 

Disamping itu hampir di seluruh pemerintahan daerah, gubemur, 

bupati atau pun walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentu saja 

memiliki kriteria-kriteria tertentu dalam menunjuk atau menempatkan 

sesorang dalam sebuah jabatan. Pemahaman seperti ini kadang-kadang 

yang menyebabkan ada penempatan ASN yang tidak sesuai dengan syarat 

jabatannya. Kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian tentu saja 

memiliki otoritas dan kewenangan sangat besar dalam proses penempatan 

pegawai, dan tentu saja setiap Kepala Daerah akan menunjuk dan memilih 

pembantunya/stafnya sesuai keinginannya yang dianggap bisa 

bekerjasama dan loyal. sehingga menjadi keprihatinan kita terkadang 

dibanyak pemerintah daerah unsur non teknis seperti kedekatan secara 
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pribadi maupun secara politik menjadi faktor yang lebih dominan di 

banding faktor teknis seperti syarat jabatan, kemapuan dan keahlian 

seorang ASN. seharusnya akan lebih baik apabila prosesnya sesuai dengan 

aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial diantara sesama ASN dan akan menciptakan suasana 

kerja yang kondusif. 

c. Aspek Pengaplikasian 

Aspek pengaplikasian terkait implementasi hasil analisis jabatan 

dalam penempatan pegawai/pengisian jabatan, diperolah gambaran bahwa 

pengaplikasiannya berjalan kurang baik/tidak maksimal. Masih banyak 

pejabat yang menduduki sebuah jabatan tidak sesuai latar belakang dan 

keahliannya, artinya tidak sesuai dengan syarat jabatan. Berdasarkan hasil 

wawancara di peroleh informasi untuk penempatan pegawai/pengisian 

jabatan prosesnya dimulai dari rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan (baperjakat). Baperjakat ketika melaksanakan rapat, 

acuannya adalah dokumen analisis jabatan. Selain itu baperjakat juga 

mempertimbangkan aspek non teknis seperti moralitas, latarbelakang, 

rekam jejak dan etos kerja seorang ASN, satu persatu dibahas secara detail 

orang per orang untuk memperoleh informasi secara utuh. 

Hasil dari rapat Tim Baperjakat adalah berupa nama-nama ASN 

yang di usulkan menduduki jabatan tertentu, kemudian basil rapat 

baperjakat tersebut di serahkan kepada Gubernur sebagai Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK) untuk mendapatkan persetujuan. Jika usulan tersebut 
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telah di setujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya 

dilaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh 

gubemur. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa, jabatan-jabatan 

yang sudah sesuai dengan syarat jabatan mencapai 60-70 %, dengan 

demikian sebagai Daerah Otonomi Baru hal ini cukup baik namun 

memang belum maksimal. Dengan keterbatasan yang ada sebenamya 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya melaksanakan 

pengisian jabatan/penempatan pegawai sesuai dengan aturan. Tentu saja 

kedepannya harus terns di benahi sehingga setiap pejabat yang menduduki 

jabatan memiliki latar belakang yang memadai dan sesuai dengan syarat 

jabatan yang tertuang dalam dokumen analisis jabatan. 

Bebarapa digambarkan diatas, proses pengisian jabatan/ penempatan 

pegawai sudah sesuai prosedur. Namun dari hasil wawancara lebih lanjut 

kepada informan, di ketahui bahwa dalam prosesnya selain mengacu pada 

dokumen analisis jabatan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain (non 

teknis) seperti yang telah dibahas sebelumnya. Disamping itu unsur 

kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian juga merupakan faktor penentu, 

sehingga walaupun telah di bahas oleh tim baperjakat namun jika Pejabat 

Pembina Kepegawaian tidak menyetujui maka apa yang sudah di bahas 

bisa saja berubah. Baperjakat kewenangannya hanya sebatas membahas 

dan mengusulkan terkait orang-orang yang akan duduk pada sebuah 

jabatan, namun disetujui atau tidak itu merupakan hak preogratif dari 

Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Gubemur. 
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Idealnya proses peng1s1an jabatan/penempatan pegawai selain 

mengacu pada syarat jabatan yang tertuang dalam dokumen analisis 

jabatanjuga harus mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, 

khususnya pada pasal 68 bahwa : 

"Ayat (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu 
pada Instansi Pemerintah, (2) pengangkatan PNS dalam jabatan 
tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan 
perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan 
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, 
kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki pegawai. (3) setiap jabatan 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikelompokkan dalam 
klasifikasi jabatan PNS yang menunjukk:an kesamaan karakteristik, 
mekanisme dan pola kerja. (4) PNS dapat berpindah antar dan antara 
jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan 
Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan 
kualifikasi, Kompetensi dan Penilaian Kinerja." 

Sejalan dengan hal tersebut UU Nomor 5 Tahun 2014 khususnya 

pasal 51 menegaskan bahwa Manajemen ASN diselenggarakan 

berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar 

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, 

asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

Hal ini tentu saja untuk menjamin terpilihnya orang-orang yang 

profesional dan kompeten sesuai dengan standar kompetensi jabatan. 

Kemudian jika dilihat dari sisi pengimplementasiannya, Cheema dan 

Rondinelli (1983:28) dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014:34) 

menyatakan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi di 

pengaruhi oleh empat faktor, yaitu kondisi lingkungan (Enverionmental 

Conditions), hubungan antar orgamsas1 (Inter-Organizational 
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Relationship), ketersediaan sumber daya (Recorces for Program 

Jmpllementation) serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 

(Characteristic of Implementing Agencies). Dari pendapat tersebut maka 

dapat di simpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam hal ini 

stakholder yang terlibat dalam implementasi basil analisis jabatan dalam 

penempatan pegawai sangat mempengaruhi seberapa besar 

keberhasilannya. Dengan kata lain baik atau tidaknya implementasi sebuah 

kebijakan sangat tergantung siapa pelaksananya dan bagaimana 

karakteristiknya, jika karekter pelaksannya visoner dan inovatif maka 

implementasi akan baik namun sebaliknya jika karakter pelaksananya 

kurang inovatif dan dan tidak aspiratif maka bisa jadi implementasinya 

akan kurang baik/tidak maksimal. 

Dengan demikian, jika Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam 

proses pengisian jabatan/penempatan pegawai dapat sesuai dengan apa 

yang diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 bahwa prosesnya 

dilakukan dengan Merit Sistem, serta dalam implementasinya seluruh 

pemangku kepentingan mempunyai pemahaman dan komitmen yang 

sama, maka jabatan-jabatan yang ada akan di jabat oleh ASN yang 

berkualitas, kompeten dan propesional. Sehingga dengan demikian 

diharapkan tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penempatan pegawai sesuai hasil 

analisis jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 
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a. Aspek Pengorganisasian 

Terkait kendala-kendala apa saja yang dibadapi dalam penempatan 

pegawai sesuai basil analisis jabatan, maka berdasarkan basil wawancara 

di ketahui bahwa pengorganisasian pengisian jabatan sesuai basil analisis 

jabatan tidak mengalami kendala, artinya proses pengorganisasiannya 

berjalan dengan baik. Dalam penempatan pegawru, proses 

pengorgan1sasmnya dilakukan melalui rapat tim badan pertimbangan 

jabatan dan kepangkatan (baperjakat) yang terdiri dari unsur Sekretaris 

Daerah, Asisten I,II dan III, Kepala Inspektorat, Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi serta 

Kepala Bidang Mutasi. 

Dari basil wawancara juga diketahui bahwa, yang kadang menjadi 

kendala dalam proses rapat baerjakat adalah sulitnya menentukan waktu 

rapat, sebab masing-masing pibak yang terlibat dalam tim baperjakat 

memiliki tugas pokok dan fungsi serta kesibukan masing-masing. 

Sehingga yang sering terjadi adalah rapat di jadwalkan ulang karena 

anggota tim baperjakat tidak lengkap. Dengan demikian dapat dikatakan 

proses penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan dalam proses 

pengaturan atau pengorganisasiannya secara garais besar telah berjalan 

baik. Artinya proses pengimplementasian dari segi pengorganisasiannya 

sudah sesuai dengan yang di barapkan. 

Menurut Udoji (dalam Abdul Wahab, 1990:59) yang dikutip oleh 

Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014:20), menyatakan bahwa 
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pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih 

penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar berupa 

impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak 

diimplementasikan. Kemudian Howleyt dan Ramesh (1995:153) 

mendefinisikan implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan 

program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya 

penerjemahan dari rencana kedalam praktek. 

Dari dua teori di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan 

kebijakan merupakan sebuah hal yang sangat penting. Jika tidak 

diterapkan maka sebuah rencana yang bagus hanya akan menjadi sebuah 

arsip yang tidak bernilai, oleh sebab itu agar sebuah rencana atau program 

dapat di implementasikan dengan baik, maka perlu adanya pengaturan dan 

pengelolaan agar program dan rencana yang telah ada dapat 

diimplementasikan secara maksimal tanpa mengalami kendala-kendala 

yang berarti. Seperti yang telah dibahas sebelum Van Mater Van Horn 

(dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin, 2014:27) menyatakan ada lima 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi salah satunya adalah 

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, sehingga dalam 

pengorganisasian penempatan pegawai sesuai basil analisis jabatan 

komunikasi antar organisasi sangat dibutuhkan. Hal ini sangat penting 

dalam rangka meminimalisir kendala-kendala yang di hadapi dalam 

prosesnya, jika kominikasi antar organisasi dapat berjalan baik maka 

implementasi sebuah program maupun kebijakan dapat lebih maksimal. 
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b. Aspek Penginterpretasian 

Dalam pengintepretasian penempatan pegawai sesuai hasil analisis 

jabatan juga tidak mengalami kendala, artinya berjalan dengan baik. 

berdasarkan hasil wawancara, di perolah gambaran bahwa seluruh 

stakholder yang terkait dengan proses mutasi/penempatan pegawai 

memiliki pemahaman dan komitmen yang sama, yaitu hasil analisis 

jabatan harus menjadi acuan dalam proses mutasi/penempatan pegawai. 

Hal tersebut telah dilakukan tim baperjakat selama ini khsusnya pada saat 

mutasi/penempatan pegawai. 

Dengan gambaran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa proses 

pengimplementasian penempatan pegawai seuai hasil analisis jabatan 

secara pemahaman dan keinginan sudah baik, artinya telah sesuai dengan 

yang seharusnya. hal ini sesuai dengan apa yang di nyatakan oleh Van 

Meter van Horn (dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin 2014:27) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan dalam implementasi di pengaruhi juga 

oleh faktor disposisi implementator. Disposisi implmentator ini mencakup 

salah satunya kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan. Dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa pemahaman implementator terkait 

program maupun kebijakan yang akan di implementasikan sangat penting 

dalam rangka keberhasilan program yang di implementasikan. 

c. Aspek Pengaplikasian 

Terkait penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan pada 

aspek pengaplikasiannya mengalami beberapa kendala yang menyebabkan 
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penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan kurang berjalan 

baik/tidak maksimal. Dari hasil wawancara ditemukan beberapa 

permasalahan dan kendala, dan dari hasil studi dokumentasi di peroleh 

gambaran walaupun sebagian besar pejabat yang menduduki jabatan di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan syarat 

jabatan yang tertuang dalam dokumen analisis jabatan, namun masih ada 

juga pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan syarat jabatan. 

Dari hasil wawancara di ketahui bahwa, kendala-kendala yang 

menyebabkan penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan kurang 

berjalan baik antara lain yaitu: 

• Minimnya jumlah Sumber Daya Aparatur atau pegawai sehingga 

menyulitkan Tim Baperjakat dalam proses menempatkan pegawai. 

Jika seluruhnya hams sesuai analisis jabatan (syarat jabatan), maka 

ada SKPD yang memiliki pegawai berlebih namun disisi lain ada 

SKPD yang sangat kekurangan pegawai alias jabatannya masih 

banyak yang kosong. Berdasarkan basil studi dokumentasi di peroleh 

data bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kekurangan 

pegawai sabanyak 1.332 orang. 

• Pegawai yang mutasi/pindah dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara memiliki latar belakang yang tidak merata, 

artinya dari segi syarat jabatan tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan 

Pemprov Kalimantan Utara. Dengan kata lain pegawai yang 
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mutasi/pindah ke Pemprov tidak dapat memenuhi kebutuhan jabatan 

yang dinginkan. 

Dalam proses mutasi/penempatan pegawai tidak terlepas dari unsur 

kebijakan. Hal tersebut tidak dapat di pungkiri, sebab PPK memiliki 

kewenangan dalam memilih dan menyetujui siapa saja yang dapat 

menduduki sebuah jabatan. Walaupun di bahas dalam Tim 

Bapekerjakat namun hasil rapat tersebut hanya berupa usulan atau 

rekomendasi, sedangkan di setujui atau tidak itu menjadi hak dari 

Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal gubernur. 

Dari kendal-kendala di atas jelas sekali mempengaruhi proses 

penempatan pegawai seuai hasil analisis jabatan, oleh sebab itu penting 

kiranya untuk di pikirkan solusi yang terbaik agar kedepannya penempatan 

pegawai sesuai hasil analisis jabatan dapat lebih maksimal, artinya seluruh 

pegawai yang di tempatkan pada posisi/jabatan tertentu harus sesuai 

dengan syarat jabatan yang ada dalam dokumen analisis jabatan. 

Selama ini proses penempatan pegawai yang sesuai dengan hasil 

analisis jabatan menjadi salah satu permasalahan yang cukup pelik, dan 

hampir setiap pemerintahan daerah mangalaminya. Setiap pergantian 

kepala daerah isu mutasi/penempatan pegawai menjadi isu yang sangat 

panas. Perbincangan seputar siapa menduduki jabatan apa dan di SKPD 

mana selalu menghiasi hari-hari ASN di daerah, sebab sebagaimana kita 

ketahui bersama sejak bergulirnya kebijakan otonomi daerah kepala daerah 

baik gubernur/bupati maupun walikota mempunyai kewenangan yang 
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sangat besar dalam menempatkan seorang pegawai. Sehingga selaku 

Pejabat Pembina Kepegawaian Gubernur/Bupati maupun walikota berhak 

menempatkan dimana saja pegawai lingkup yang ia pimpin. 

Hal ini lazim terjadi hampir diseluruh pemerintahan daerah baik 

Provinsi, Kota maupun Kabupaten. Tentu saja situasi ini kurang baik 

dalam proses reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan saat ini, sebab 

dengan sistem seperti itu akan membuat situasi kerja kurang kondusif 

dimana terjadi kecemburuan diantara sesama ASN. Bagaimana tidak, ada 

ASN yang kurang kompeten dan tidak memenuhi syarat menduduki 

sebuah jabatan eselon III, namun karena kedekatannya dengan pejabat ia 

dapat menjabat pada jabatan eselon III. Di sisi lain ada ASN yang 

kompeten, profesional dan sesuai syarat jabatan namun tidak di lantik pada 

jabatan eseslon III. Tentu saja stuasi seperti ini akan sangat mengganggu 

kinerja ASN, dan tentu saja hal tersebutjuga akan berdampak pada kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

Arogansi kekuasaan dan politisasi birokrasi selama ini menjadi hal 

yang terjadi hampir di seluruh Pemerintahan Daerah baik Provinsi, 

Kabupaten maupun Kota. Dimana jika pergantian pucuk pimpinan akan 

banyak ASN yang menjadi korban, dalam artian terjadi pergantian jabatan 

yang kurang sehat dimana banyak pejabat yang teridikasi berbeda 

pandangan politiknya di mutasi dan ditempatkan pada tempat yang tidak 

sesuai dengan syarat jabatan ataupun sampai tidak mendapatkan jabatan 

sama sekali (non job). Seharusnya dalam proses penempatan pegawai 
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jangan sampai ada arogansi kekuasaan dan politisasi birokrasi, sebab yang 

akan di korbankan tentu saja masyarakat, sebab jika terjadi kegaduhan di 

birokrasi maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu. 

Oleh sebab itu hal ini harus menjadi perhatian yang serius setiap 

kepala daerah, jangan sampai tujuan mulia untuk melayani masyarakat 

menjadi salah arah di sebabkan kurang bijaknya dalam mengambil sebuah 

keputusan terutama terkait proses menempatkan pegawai. Sebab satu sama 

lain memiliki keterkaitan, jika situasi dan kondisi birokrasi kondusif maka 

pelayanan kepada masyarakat akan baik dan lebih maksimal. Namun 

sebaliknya jika situasi dan kondisi birokrasi kurang kondusif dan 

cenderung gaduh maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu, 

tidak maksimal dan cenderung buruk. 

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, maka tidak akan 

terlepas dari permasalahan atau kedala-kendala. Tentu kendala yang 

dihadapi sangat bervariasi tergantung situasi dan kondisi dimana kebijakan 

tersebut di implementasikan. Terkait penempatan pegawai sesuai basil 

analisis jabatan telah di kemukakan sebelumnya kendala-kendala yang 

dihadapi, tentu saja kendala tersebut mengakibatkan proses implementasi 

menjadi tidak maksimal. Menurut model yang dikembangkan oleh George 

C. Edward III ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, 

birokrasi, dan disposisi (Agustino, 2006: 156). 
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Sedangkan Van Meter & Van Hom mengemukakan bahwa terdapat 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu 

: komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/implementator, 

kondisi sosial, ekonomi dan politik dan kecenderungan (dispotition) 

implementator (Puji Meilita Sugiana, 2012: ). kedua pendapat diatas sama

sama mengemukakan bahwa kecenderungan (dispotition) merupakan hal 

tersebut dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi 

kebijakan. Jika dikaitkan dengan proses penempatan pegawai sesuai hasil 

analisis jabatan maka terlihat kesesuaian, dimana salah satu kendala dalam 

penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan adalah adanya kebijakan 

pimpinan dalam hal ini PPK yang turut menentukan dalam proses 

penempatan pegawai. Dengan kata lain kencenderungan ( dispotition) dari 

pimpinan sangat mempengaruhi baik atau tidaknya proses penempatan 

pegawai sesuai hasil analisis jabatan. 

Pendapat diatas juga sesuai dengan situasi yang di hadapi dalam 

proses penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan pada Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya terkait dengan ketersedian 

sumber daya manusia. Dimana dari hasil penelitian di ketahui bahwa salah 

satu kendala dalam penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan 

adalah minimnya sumber daya manusia yang ada. Hal ini menjadi salah 

satu penyebab kurang maksimalnya proses penempatan pegawai sesuai 

hasil analisis jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Jabatan-Jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

a. Aspek pengorganisasian jabatan-jabatan yang dibutuhkan sudah baik, 

Proses penyusunanya di fasilitasi dan di koordinasikan oleh Biro 

Organisasi. Prosesnya dimulai dengan membentuk Tim Penyusunan 

analisis jabatan yang melibatkan seluruh SKPD, agar seluruh SKPD 

memiliki pemahaman yang sama dilakukan Bimbingan Teknis kepada 

seluruh anggota tim serta melaksanakan rapat kerja teknis secara rutin 

minimla dua kali dalam setahun. Secara teknis untuk jabatan pelaksana 

mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2016, sedangkan 

untuk jabatan Struktural mengacu pada Peraturan Gubemur tentang 

SOTK dan berdasarkan PP 18 Tahun 2016 nomenkelatur jabatan SKPD 

ditentukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, khusus Sekretariat 

Daerah di tentukan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

b. Aspek Penginterpretasian jabatan-jabatan yang dibutuhkan sudah baik, 

Biro Organisasi selaku faslitator penyusunan analisis jabatan sangat 

memahami bahwa Sekretariat Daerah merupakan fungsi 

pendukung/penunjang. Oleh sebab itu berdasarkan hasil wawancara 

jabatan-jabatan yang dibutuhkan Sekretariat Daerah dalam rangka 
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mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah jabatan-jabatan 

fungsional seperti analis kebijakan, analis kelembagaan, analis 

hubungan kelembagaan, analis jabatan, analis pengembangan dan 

penataan batas negara, analis infrastruktur, analis kebijakan 

pelaksanaan anggaran, analis peraturan perundang-undangan, analis 

rancangan perundang-undangan, analis hukum, analis pengembangan 

wilayah, analis pembangunan, analis usaha pemasaran dan promosi 

wisata, analis penanaman modal, analis akses industri, dan berdasarkan 

hasil studi dokumentasi semua jabatan tersebut telah ada dalam 

dokumen analisis jabatan Sekretariat Daerah. Secara lengkap jabatan

jabatan tersebut dipaparkan dalam lampiran 3 (tiga). 

c. Aspek Pengaplikasian jabatan-jabatan yang dibutuhkan sudah berjalan 

baik, artinya jabatan-jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara khususnya di setiap Biro telah tertuang dan 

telah diusulkan dalam dokumen analisis jabatan. 

2. lmplementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian jabatan di Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

a. Aspek pengorganisasian, implementasi hasil analisis jabatan dalam 

pengisian jabatan sudah berjalan baik, dimana dalam pengisian 

jabatan/menempatkan pegawa1 prosesnya dilakukan dengan 

pembahasan terlebih dahulu oleh tim baperjakat, dalam rapat baperjakat 

tersebut acuannya adalah dokumen analisis jabatan terutama yang 

menjadi pertimbangan adalah syarat jabatan. Kemudian setelah itu 
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baperjakat mengusulkan dan merekomendasikan nama-nama yang 

dianggap layak menduduki sebuah jabatan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian dalam hal ini Gubemur untuk mendapatkan persetujuan. 

Setelah mendapatkan persetujuan Gubemur selaku PPK maka 

selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 

b. Aspek penginterpretasian implementasi basil analisis jabatan dalam 

pengisian jabatan/penempatan pegawai sudah baik, dimana stakholder 

yang terkait sangat paham bahwa dalam peng1s1an 

jabatan/menempatkan pegawai dalam sebuah jabatan hams mengacu 

pada dokumen analisis jabatan. Berdasarkan basil penelitian dalam 

pelaksanaan pengisian jabatan/penempatan pegawai selama ini setiap 

rapat baperjakat selalu berpedoman pada dokumen analisis jabatan. 

c. Aspek pengaplikasian implementasi hasil analisis jabatan dalam 

pengisian jabatan/penempatan pegawai kurang baik, basil penelitian 

60-70 % pejabat yang menduduki jabatan memang sudah sesuai 

dengan syarat jabatan yang ada dalam dokumen analisis jabatan, namun 

masih banyak juga jabatan-jabatan yang di jabat oleh orang yang tidak 

sesuai seperti yang tergambar dalam latar belakang masalah, artinya 

pejabat yang menduduki sebuah jabatan tidak sesuai dengan syarat 

jabatan yang tertuang dalam dokumen analisis jabatan. Berdasarkan 

basil penelitian hal ini terjadi karena sebagai Daerah Otonom Barn 

(DOB) pegawai/sumber daya aparatur pemprov kaltara masih 

terbatas/kurang, disamping itu pegawai yang pindah/mutasi ke pemprov 
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kaltara kebanyakan latar belakangnya tidak sesuai dengan kebutuhan 

jabatan yang ada, serta adanya unsur kebijakan dari Pejabat Pembina 

Kepegawaian (PPK) dalam proses penempatan pegawai tersebut. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penempatan pegawai sesuai hasil 

analisis jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

a. Aspek pengorganisasian penempatan pegawai seauai analisis jabatan 

tidak terdapat kendala, artinya proses pengorganisasian sudah berjalan 

baik. 

b. Aspek penginterpretasian penempatan pegawai sesuai hasil analisis 

jabatan juga tidak terdapat kendala, seluruh stakholder yang terkait 

sangat paham bahwa dalam penempatan pegawai hams mengacu pada 

dokumen analisis jabatan terutama syarat jabatannya hams sesuai. 

c. Aspek Pengaplikasian penempatan pegawai sesuai hasil analisis jabatan 

terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaanya sehingga berjalan 

kurang baik/tidak maksimal. Kendala tersebut antara lain terbatasnya 

jumlah pegawai/sumber daya aparatur Pemprov Kaltara. Berdasarkan 

penelitian seharusnya jumlah pegawai yang ideal dimiliki Pemprov 

Kaltara adalah 2. 798 pegawai, namun kenyataannya pegawai yang ada 

barn sekitar 1466 pegawai. Kemudian kendala lainnya pegawai yang 

mutasi pindah ke Pemprov Kaltara kebanyakan memiliki latar belakang 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dinginkan, syarat 

jabatan pada data analisis jabatan belum sesuai keinginan Pejabat 

Pembina Kepegawaian, dan yang terakhir dalam proses 
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mutasi/penempatan pegawai di Sekretariat Daerah tentu saJa tidak 

terlepas adanya unsur kebijakan pimpinan dalam hal ini Pejabat 

Pembina Kepegawaian. Dimana Gubemur memiliki kewenangan yang 

besar dalam menentukan siapa menjabat apa dan di SKPD mana, 

walaupun yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria yang sesum 

dengan syarat jabatan yang ada dalam dokumen analisis jabatan. 

Sehingga kesimpulannya Secara umum aspek pengorgan1sas1an, 

penginterpretasian implementasi hasil analisis jabatan dalam pengisian 

jabatan/penempatan pegawai cukup baik, demikian juga jabatan-jabatan yang 

dibutuhkan. Namun dalam pengaplikasiannya kurang baik/tidak maksimal. 

Kendala-kendala yang di hadapi dalam pengorgan1sas1an dan 

penginterpretasian tidak ada, namun terkait aspek pengaplikasiannya terdapat 

kendala-kendala yang dihadapi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan langkah-langkah perbaikan sehingga 

kedepannya dalam proses mutasi/penempatan pegawai benar-benar mengacu 

pada data analisis jabatan sehingga implementasi analisis jabatan dalam 

penempatan pegawai dapat lebih maksimal. 

B. SARAN 

1. Praktis 

Agar proses implementasi hasil analisis jabatan dalam Pengisian 

jabatan/penempatan pegawai dapat dilaksanakan secara maksimal maka 

disarankan untuk : 
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a. Melakukan inventarisasi/kroscek kembali terkait berapa jumlah 

kebutuhan jabatan dan berapa jumlah pegawai yang tersedia sehingga di 

peroleh data yang valid dalam rangka penataan pegawai. 

b. Melakukan reposisi dan redistribusi secara bertahap, kepada 

pegawai/ ASN yang menduduki sebuah jabatan namun tidak sesuai atau 

belum sesuai dengan syarat jabatan. Sehingga diharapkan agar 

kedepannya seluruh pejabat yang menduduki jabatan benar-benar 

sesuai dengan syarat jabatan yang di persyaratkan dalam dokumen 

analisis jabatan. 

c. Melakukan evaluasi dan revisi data analisis jabatan khsususnya pada 

kolom syarat jabatan, sehingga syarat jabatan yang ada dapat lebih baik 

dan dapat mencantumkan latar belakang pendidikan yang lebih variatif 

namun tentu tetap sesuai dengan karakteritik jabatan. 

d. Membuat usulan kepada Kemeterian Pendayagunaan Aparatur dan 

Reformasi Birokrasi agar di kecualikan dalam perekrutan CPNS, 

sehingga tetap dapat melaksanakan perekrutan pegawai agar diperoleh 

tambahan pegawai untuk menutupi kekurangan yang ada saat ini. 

e. Membuat surat permohonan yang di tujukan kepada Bupati/Walikota di 

wilayah Provinsi Kalimantan Utara, agar memberikan kemudahan 

kepada ASN yang ingin mutasi ke Pemprov Kaltara. Terutama ASN 

yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan jabatan di 

Pemprov Kalimantan Utara. 
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f. Agar implementasinya dapat lebih efektif, Dokumen Analisis Jabatan 

yang telah disusun sebaiknya segera di tetapkan dalam bentuk Peraturan 

Gubemur sehingga Dokumen Analisis jabatan tersebut memiliki 

kekuatan hukum dan bersifat mengikat. 

g. Meningkatkan komitmen stakholder terutama PPK terkait pemanfaatan 

dokumen analisis jabatan, degan cara membuat telahaan yang di tujukan 

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tim Baperjakat, sehingga 

kedepannya proses penempatan pegawai harus mengacu dan sesuai 

dengan syarat jabatan yang tertuang dalam dokumen analisis jabatan. 

Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir penempatan 

pegawai yang tidak sesuai dengan syarat jabatan. 

h. Agar terintemalisasi, Biro Organisasi harus lebih intensif melaksanakan 

kegiatan-kegiatan seperti Bimbingan Teknis Analisis Jabatan serta 

melaksanakan Rapat Kerja Teknis untuk membahas terkait proses 

penyusunan analisis jabatan, sehingga jabatan yang disusun benar-benar 

merupakan jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsinya. Serta 

data analisis jabatan yang dihasilkan dapat lebih baik. 

2. Teoritis 

Pengembangan dan menambah wawasan dalam disiplin Ilmu 

Implementasi yang berkaitan dengan analisis jabatan pada Pemerintah 

Daerah khsususnya pada Daerah Otonomi Barn. 
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Lampiran I 1144 

PEDOMAN WA WANCARA 

(Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerab) 

A. Identitas lnforman 

Nama 
Pangkat/golongan 
Jab a tan 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Aspek Pengorganisasian 
a) Bagaimana pengorganisasian terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan 

di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara? 
b) Bagaimana pengorganisasian terkait implementasi basil analisis 

jabatan dalam pengisian jabatan di Sekretariat Daerab Provinsi 
Kalimantan Utara? 

c) Apa saja kendala-kendala yang di badapi dalam pengorganisasian 
penempatan pegawai sesuai basil analisis jabatan di Sekretariat 
Daerah Provinsi Kalimantan Utara? 

2. Aspek Penginterprestasian 
a) Bagaimana penginterpretasian terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan 

di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara? 
b) Bagaimana penginterpretasian terkait implementasi basil analisis 

jabatan dalam pengisian jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi 
Kalimantan Utara? 

c) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penginterpretasian 
penempatan pegawai sesuai basil analasis jabatan di Sekretariat 
Daerah Provinsi Kalimantan Utara? 

3. Aspek Pengaplikasian 
a) Bagaimana pengaplikasian terkait jabatan-jabatan yang dibutuhkan di 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara? 
b) Bagaimana pengaplikasian terkait implementasi basil analisis jabatan 

dalam pengisian jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 
Utara? 

c) Apa saja kendala-kendala yang dibadapi dalam penempatan pegawai 
sesuai basil analisis jabatan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 
Utara? 
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Lampiran 2 1145 

MATRIK WA WANCARA 

No Daftar Pertanyaan 

A. Jabatan-jabatan apa saja yang 
di butuhkan pada Sekretariat 
Daerah Provinsi Kalimantan 
Utara. 
Pengorganisasian 

Jaw a ban 

1 . Bagaimana pengorganisasian Kepala Biro Organisasi : 
terkait jabatan-jabatan yang "pengorganisasiannya dengan 
dibutuhkan di Sekretariat Daerah membentuk tim yang melibatkan 
Provinsi Kalimantan Utara? seluruh SKPD. Setelah itu diadakan 

bimbingan teknis penyusunan anjab 
kepada seluruh tim, disamping itu 
diadakan juga rapat kerja teknis yang 
biasanya dilakukan setahun 2 kali, dan 
tentu saja koordinasi secara intensif 
baik dengan kepala SKPD maupun tim 
penyusun anjab." 

Lebih Lanjut Kepala Biro Organisasi : 
"Selama ini untuk Jabatan Struktural 
yang ada di SKPD termasuk pada 
Sekretariat Daerah sudah di tentukan 
bersamaan keluarnya Peraturan 
Gubemur tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja. Kemudian Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Juga telah 
mengeluarkan Peraturan Nomor 25 
tahun 2016 tentang Pedoman 
Nomenkelatur Jabatan yang sesuai 
rumpun jabatan masing-masing. 
Sehingga Biro Organisasi dalam 
fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan 
tinggal menetapkan batasan yang tegas, 
bahwa untuk jabatan yang diusulkan 
harus mengacu Permenpan 25 Tahun 
2016 sesuai dengan arahan dari 
Kemenpan dan RB. Ini menjadi 
dasar/acuan setiap SKPD termasuk 
Sekretariat Daerah dalam menentukan 
Jabatan yang dibutuhkan. Namun 
pedoman jabatan tersebut masih 
terbatas pada jabatan pelaksana 
sedangkan untuk iabatan struktural 
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diserahkan pada masing-masing SKPD 
yang berdasar PP 18 Tahun 2016 
N omenkelatumya diatur/ ditentukan 
oleh Kementerian dan Lembaga 
terkait." 
Kepala Bagian Kelembagaan : 
"agar jabatan-jabatan yang ada di 
SKPD sesuai kebutuhan biasanya rutin 
dilaksanakan setiap tahun bimbingan 
teknis penyuusnan analisis jabatan dan 
JUga rapat kerja teknis, dan 
pelaksanaannya selalu menghadirkan 
narasumber dari UIN malang sebagai 
pendamping". 
Lebih Lanjut Kabag kelembagaan : 
"Sekarang sudah ada pedoman Jabatan 
pelaksana yang dikeluarkan menpan 
yaitu Permenpan 25 Tahun 2016. Jadi 
SKPD tinggal menentukan mana 
jabatan yang dibutuhkan yang 
disesuaikan dengan Tugas Pokok dan 
Fungsi masing-masing, namun 
pedoman jabatan tersebut baru untuk 
jabatan pelaksana saja sedangkan untuk 
jabatan struktural diserahkan pada 
SKPD masing-masing, dan selama ini 
SKPD mengadopsi dari Kementerian 
dan Lembaga maupun daerah lain". 
Kasubbag Analisis dan Formasi 
Jabatan: 
"terkait pengorgarusas1an Jabatan
jabatan yang dibutuhkan, langkah 
pertama Biro Organisasi membentuk 
tim penyusunan anjab Provinsi 
Kalimantan Utara dan dibuatkan SK 
Gubemur, setelah itu tim yang telah 
terbentuk diberikan bimbingan teknis 
dengan tujuan setiap anggota tim 
paham dan mengerti bagaimana 
menyusun anjab serta jabatan apa saja 
yang sesuai dan dibutuhkan SKPD 
masing-masing. Selain itu agar lebih 
paham dan memiliki perseps1 yang 
sama rutin dilaksanakan rapat kerja 
teknis". 
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Lebih lanjut Kasubbag Anforjab : 
"Dalam proses penyusunan Analisis 
Jabatan, Biro Organisasi sifatnya hanya 
memfasilitasi, untuk penentuan jabatan
jabatan yang ada di SKPD sepenuhnya 
di serahkan kepada SKPD. Namun 
untuk jabatan pelaksana SKPD, Biro 
Organisasi menetapkan aturan hams 
mengacu pada permenpan 25 tahun 
2016, sedangkan untuk jabatan 
struktural mengacu pada Peraturan 
Gubemur tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kerja yang awalnya 
merupakan adopsi dari kementerian dan 
lembaga yang terkait". 
Analis Jabatan: 
"selama ini jabatan struktural semua 
dari usulan SKPD, sedangkan jabatan 
pelaksana SKPD kami arahkan hams 
sesuai Permenpan 25 tahun 2016, 
karena menpan mintanya seperti itu. 
Jabatan yang di usulkan namun tidak 
ada di Peremnpan 25 tahun 2016 akan 
di tolak sistem. 

2. Bagaimana pengiterpretasian Kepala Biro Organisasi : 
terkait jabatan-jabatan yang "Biro Organisasi selaku fasilitator 
dibutuhkan di Sekretariat Daerah penyusunan analisis jabatan, selalu 
Provinsi Kalimantan Utara? melaksanakan kegiatan Bimtek anjab 

maupun rapat kerj a teknis dalam rangka 
memberikan pemahaman kepada SKPD 
terkait proses penyusunan anjab serta 
menyamakan persepsi tentang jabatan
jabatan apa saja yang dibutuhkan. 
Untuk jabatan pelaksana mengacu pada 
Permenpan Nomor 25 Tahun 2016, 
SKPD tinggal memilih dan memilah 
jabatan-jabatan apa saja yang sesuai 
dan dibutuhkan oleh instansi masing
masmg. untuk Sekretariat Daerah 
Jabatan yang dibutuhkan tentu saja 
jabatan-jabatan yang dapat mensupport 
Sekretaris Daerah dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya khususnya 
dalam perumusan dan penyusunan 
kebijakan. Jadi yang hams di perbanyak 
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itu jabatan fungsionalnya seperti analis 
kebijakan. 
Kabag Kelembagaan : 
"Semestinya jabatan-jabatan yang ada 
di Sekretariat Daerah adalah jabatan 
yang dapat mendukung kinerj a 
Sekretaris Daerah, terutama dalam hal 
perumusan dan penyusunan kebijakan. 
Jabatan fungsional seperti analis 
misalnya, porsinya harus lebih banyak 
karena terkait analisis kebijakan yang 
akan di keluarkan oleh Pemerintah 
Daerah". 
Kasubbag Anforjab: 
"untuk Sekretariat Daerah Jabatan
Jabatan yang dibutuhkan adalah 
jabatan fungsional seperti Analis 
Perencanaan Program, Analis 
Kebijakan, Analis Kelembagaan, Analis 
Jabatan, Analis Hubungan 
Kelembagaan, Perancang Perundang
Undangan, Analis Pertanahan serta 
Penyuluh Perundang-Undangan. 
Namun tentu saja jabatan-jabatan 
pendukung lainnya juga harus ada 
seperti Pranata Komputer, Pranata 
Kehumasan dan lainnya. Oleh sebab itu 
agar semua Biro dan SK.PD mengetahui 
kebutuhan jabatannya kami setiap tahun 
pasti melaksanakan Bimtek Penyusunan 
Analisis Jabatan dan rapat kerja teknis. 
Hal ini kami lakukan untuk senantiasa 
memperbaiki dan mengevaluasi 
dokumen anjab yang sudah kami susun 
sebelumnya" 
Analis Jabatan : 
"untuk Sekretariat Daerah jabatan
jabatan yang dibutuhkan lebih banyak 
jabatan fungsional seperti analis 
perencanaan, analis penanganan 
masalah sosial, analis pembinaan 
keagamaan, analis kerjasama teknis 
standarisasi, analis penanaman modal, 
analis pengembangan energi dan masih 
banyak lagi yang tentu disesuaikan 
tupoksi di biro-biro." 
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Pengaplikasian 
3. Bagaimana pengaplikasian terkait Kepala Biro Organisasi 

jabatan-jabatan yang dibutuhkan "terkait jabatan-jabatan yang 
di Sekretariat Daerah Provinsi dibutuhkan terutama di Sekretariat 
Kalimantan Utara? Daerah, semuanya sudah tertuang 

dalam dokumen analisis jabatan. 
Dimana dalam proses penyusunannya 
seluruh SKPD dapat mengusulkan 
kebutuhan jabatannya masing-masing 
dalam bentuk dokumen analisis jabatan, 
kemudian hasilnya di serahkan kepada 
Badan Kepegawian Daerah, dan 
biasanya selama ini dokumen anjab 
tersebut di gunakan untuk proses 
pengadaan pegawai maupun mutasi". 
Kepala Bagian Kelembagaan : 
"Jabatan-jabatan yang dibutuhkan di 
Sekretariat Daerah sudah tersedia 
semua dalam dokumen analisis jabatan, 
karena Biro Organisasi yang 
memfasilitasi penyusunannya. Setelah 
selesai data tersebut kami serahkan 
kepada Badan Kepegawaian. 
selanjutnya Badan Kepegawaian yang 
menggunakan baik untuk proses 
penenmaan CPNS maupun dalam 
proses mutasi". 
Kasubbag Anforjab : 
"Dalam proses penyusunan analisis 
jabatan, seluruh SKPD termasuk 
Sekretariat Daerah menyusun 
kebutuhan jabatan masing-masing yang 
mengacu pada Permenpan 25 Tahun 
2016. Setiap SKPD tinggal memilih 
dan memilah sesuai dengan rumpun 
jabatan dan urusan masing-masing. 
hasilnya domumen analisis jabatan 
sudah merupakan gambaran kebutuhan 
jabatan setiap SKPD, selanjutnya 
dokumen analisis jabatan tersebut di 
sampaikan kepada Badan Kepegawaian 
Daerah". 
Analis Jabatan : 
"Jabatan-jabatan yang dibutuhkan 
sudah ada semua dalam dokumen 
analisis jabatan, setiap SK.PD selama 
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im yang menentukan sendiri karena 
mereka yang paling tau kebutuhannya. 
Yang pasti untuk jabatan pelaksana 
semuanya mengacu Permenpan 25 
tahun 2016. Kalau untuk jabatan 
struktural satau saya liatnya di Pergub 
SOTK." 

Kepala Badan Kepegawian Daerah: 
"Penyusunan analisis jabatan selama ini 
difasilitasi oleh Biro Organisasi, dalam 
mengkoordinasikannya dilaksanakan 
kegiatan formal dan non formal seperti 
rapat kerja teknis bagi seluruh Tim 
analis SKPD sampai dokumen analisis 
jabatan tersebut selesai di susun, Biro 
Organisasi merangkum analisis jabatan 
dari seluruh SKPD. Selanjutnya 
dokumen yang telah selesai di serahkan 
kepada Badan Kepegawaian Daerah. 
Untuk penggunaan dan penerapan 
analisis jabatan tersebut sepenuhnya 
menjadi kewenangan Badan 
Kepegawaian Daerah ". 
Kepala Bagian Kelembagaan : 
"analisis jabatan merupakan hal yang 
sangat penting, selama 1m proses 
penyusunannya di fasilitasi biro 
organisasi. dan alhamdulilah prosesnya 
sudah selesai juga sudah diserahkan 
pada Badan Kepegawaian. untuk 
pemanfaatan dokumen analisis jabatan 
tersebut merupakan Domain Badan 
Kepegawaian Daerah. Biro Organisasi 
hanya sebagai admin yang 
menyediakan data jabatan. 
Kasubbag Anforjab : 
"untuk penyusunan dokumen anjab, 
selama ini dilakukan oleh tim yang 
dibentuk biro organisasi, dan prosesnya 
sudah selesai dan sudah diserahkan 
kepada Badan Kepagawaian. 
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penggunaan dan penerapannya 
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian 
Daerah, kami hanya memfasilitasi 
saja." 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah: 
"Dalam proses mutasi harus dibahas 
terlebih dahulu dalam tim baperjakat, 
adapun dasar/acuan baperjakat dalam 
melakukan pertimbangan adalah syarat 
jabatan yang tertuang dalam data 
analisis jabatan serta kebutuhan jabatan 
dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan 
tentu dengan pertimbangan
pertimbangan lainnya seperti moralitas, 
etos kerja dan sebagainya". 
Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Pegawai : 
"Sudah merupakan aturan baku, bahwa 
setiap pelaksanaan mutasi pegawai 
pasti dibahas terlebih dahulu di Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
(baperjakat), dan dalam rapat tersebut 
setiap orang yang akan di dudukkan 
dalam sebuah jabatan di teliti dulu 
rekam jejaknya, moralitasnya, semangat 
kerjanya termasuk syarat jabatan dan 
kepangkatan yang ia miliki. Data 
tersebut ada di Dokumen analisi 
iabatan". 
Kepala Bidang Mutasi : 
"Proses penempatan pegawai pasti 
melalui rapat baperjakat, dan biasanya 
data yang di pegang baperjakat adalah 
data analisis jabatan. yang dilihat itu 
syarat jabatannya terutama latar 
belakang pendidikan serta pangkat 
golongan ruang. Idealnya memang 
syarat-syarat lainnya juga harus di 
jadikan dasar tapi kalau mau benar
benar ideal agak susah karena kita 
Daerah Otonomi Barn masih banyak 
keterbatasannya". 

2. Bagaimana pengiterpretasian Kepala Biro Organisasi: 
implementasi analisis jabatan "idealnya memang dalam menempatkan 
dalam penempatan pegawru di pegawai pada sebuah jabatan harus 
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Provinsi mengacu pada data analisis jabatan, 
supaya antara orang yang menduduki 
jabatan dangan latar belakangnya 
sesuai" 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah: 
"Ya kalau menempatkan pegawai hams 
mengacu pada analisis jabatan, kami 
sangat paham oleh sebab itu dalam 
proses mutasi kami selalu mengacu dan 
berpedoman pada analisis jabatan, 
sebab dalam analisis jabatan terdapat 
syarat jabatan yang hams di penuhi 
seseorang yang akan menduduki sebuah 
jabatan". 
Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Pegawai : 
"Dalam proses penempatan pegawai 
pasti dasarnya analisis jabatan, kami 
sangat paham aturan termasuk terkait 
analisis jabatan, dan itu sudah kami 
terapkan dalam proses mutasi, namun 
tentu saja tidak serta merta semuanya 
harus mengacu kesana karena ada 
pertimbangan-pertimbangan lainnya 
JUga yang menjadi dasar kami 
menenmpatkan seseorang dalam sebuah 
jabatan". 
Kepala Sub Bidang Mutasi : 
"pemahaman kami di BKD maupun tim 
baperjakat sudah sama, mangkanya 
dalam rapat baperjakat pasti yang 
menjadi dasar utama adalah data 
analisis jabatan, namun ada JUga 
namanya kebijakan pimpinan, jadi 
dalam pertimbangannya pastilah ada 
faktor yang menjadi dasar". 

3. Bagaimana pengaplikasian terkait Kepala Biro Organisasi : 
implementasi analisis jabatan di "Selama ini selaku tim baperjakat, kita 
Sekretariat Daerah Provinsi selalu bempaya agar dalam 
Kalimantan Utara? menempatkan pegawai disesuaikan 

dengan syarat jabatan. Namun agak 
susah kalau mau ideal karna pegawai 
kita masih sangat kurang dan yang 
mutasi ke Pemprov latar belakan1mva 
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bermacam-macam dan tidak merata. 
sehingga memang pejabat yang ada 
sekarang masih banyak yang tidak 
sesuai syaratjabatan." 
Kepala Badan Kepegawaian Dae rah: 
"Sebagian besar jabatan struktural yang 
ada saat ini, telah sesuai syarat jabatan, 
karena acuan kami adalah data analisis 
jabatan. Namun kami sadari masih 
banyak juga jabatan-jabatan yang tidak 
sesuai, misalnya seharusnya 
pejabatanya Sar.Jana Administrasi 
Publik malah diduduki oleh sar.iana 
komputer, memang ini tidak pas. Tapi 
mau apalagi kan kaltara 1ru daerah 
otonomi baru jadi jumlah SDM nya 
masih terbatas. Sehingga sangat sulit 
kalau mau langsung ideal nanti banyak 
SKPD yang kosong, jadi biar organisasi 
jalan <lulu kita 1s1 jabatan-jabatan 
tersebut dengan orang yang ada. 
Namun jika dirata-rata 60-70 % saya 
kira sudah sesuai dengan syarat 
jabatan." 
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Pegawai : 
"untuk jabatan-jabatan yang ada saat ini 
sebagian besar sebenarnya sudah sesuai 
dengan yang di syaratkan dalam 
dokumen analisis jabatan, namun tentu 
saja masih banyak juga yang belum 
sesuai, saya kira pelan-pelan hal itu 
akan dibenahi, karena sebagai provinsi 
baru mungkin faktor kekurangan 
pegawai menjadi salah satu kendala, 
sehingga ada orang yang ditempatkan 
tidak sesuai syarat jabatan, dan bisa jadi 
ada juga unsur kebijakan p1mpman 
disana". 
Kepala Sub Bidang Mutasi : 
"kalau secara umum, sebenarnya 
jabatan struktural yang ada di SKPD 
termasuk di Sekretariat Daerah 
persentasenya lebih banyak yang sudah 
sesuai dengan syarat j abatan, karena 
setiap baperjakat melaksanakan rapat 
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pasti yang jadi acuan adalah data 
analisis jabatan. kalaupun masih ada 
yang belum sesuai, sebenamya masih 
wajar sebab sebagai daerah otonomi 
barn tentu belum bisa ideal, karena 
jumlah SDM masih terbatas. Selain itu 
kadang-kadang unsur kebijakan 
memang tidak bisa lepas dari proses 
mutasi". 

1. Apa saja Kendala-kendala yang Kepala Biro Organisasi 
dihadapi dalam pengorganisasian "saya rasa tidak ada, selama ini proses 
implementasi analisis jabatan rapat Tim Baperjakat jalan seperti biasa 
dalam penempatan pegawai pada saJa. Proses 1ru kan sudah menjadi 
Sekretariat Daerah Provinsi rutinitas jadi sudah bisa di bilang 
Kalimantan Utara? khatamlah. Kalaupun ada paling teknis 

pelaksanannya saJa. Terkait yang 
menjadi acuan dalam rapat tersebut 
sudah pasti yang pertama data syarat 
jabatan, terns lainnya seperti profil PNS 
yang bersangkutan dan tentu faktor
faktor teknis maupun non teknis juga 
dijadikan bahan pertimbangan." 
Kepala Badan Kepegawaian 
"kendala dalam pengorgarusas1an 
kayaknya tidak ada, paling pada saat 
mau rapat baperjakat aja agak susah 
mencocokkan jadwal dengan seluruh 
Tim Baperjakat. Mungkin karena 
kesibukan masing-masing jadi selama 
1ru kalau mau rapat tim baperjakat 
pejabatnya sering tidak lengkap, jadi 
rapatnya sering di jadwalkan ulang". 
Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Pegawai 
"kendalanya tidak ada, karena data 
analisis jabatankan sudah tersedia, kami 
tinggal menggunakan saja baik untuk 
pengusulan kebutuhan pegawai ke 
kemenpan maupun dalam proses mutasi 
khususnya dalam rapat Tim 
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Baperjakat". 
Kepala Sub Bidang Mutasi 
"kendalanya kayaknya tidak ada, 
selama ini rapat Tim Baperjakat lancar
lancar saja, tidak pemah ada masalah. 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

"Tidak ada kendala, baik BKD maupun 
tim baperjakat sangat paham, bahwa 
pada proses mutasi dasarnya hams 
mengacu pada data analisis jabatan". 

Kepala Biro Organisasi 
"sejauh ini tidak ada kendala, menurut 
saya pemahaman seluruh tim baperjakat 
terkait pemanfataan data analisis 
jabatan sudah sangat baik, dan tim 
sangat paham bahwa setiap 
pembahasan yang kami lakukan dalam 
proses mutasi hams mengacu pada data 
analisis jabatan. Apalagi biro organisasi 
yang memfasilitasi penyusunannya, 
saya dalarn tim pasti selalu memberikan 
masukan berdasarkan syarat jabatan 
sesuai data analisis jabatan." 
Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Pegawai 
"saya rasa tidak ada kendala, sebab 
BKD maupun Tim Baperjakat sudah 
sangat paham apa itu analisis jabatan 
dan untuk apa digunakan". 
Kepala Sub Bidang Mutasi 
"Kendala kayaknya tidak ada, karena 
selama ini Analisis jabatan setau saya 
sudah menjadi acuan pada saat rapat 
Tim Baperjakat". 

3 Apa saja kendala-kendala yang Kepala Biro Organisasi 
dihadapi dalam pengaplikasian "Kendala kita selama ini minimnya 
implementasi analisis jabatan jumlah pegawai, sehingga sangat sulit 
dalarn penempatan pegawai pada untuk menempatkan sesorang pada 
Sekretariat Daerah Provinsi jabatan yang sesuai dengan syarat 
Kalimantan Utara ? jabatannya. Sebab kalau di laksanakan 

sesuai hasil anjab maka yang terjadi ada 
SK.PD yang lebih pegawainya dan ada 
juga SK.PD yang kosong sarna sekali 
jabatannya alias tidak terisi. Jadi 

43161.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



156 

prinsipnya untuk sementara bagaimana 
agar SKPD terkait dapat berjalan dan 
dapat memberikan pelayanan sambil 
pelan-pelan kita benahi". 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah 
"terkadang syarat jabatan yang ada, 
tidak sesuru dengan yang dinginkan 
oleh Pejabat Pembina Kepegawian, 
misalnya latar belakang pendidikan 
sesuai syarat jabatan yang bisa duduk di 
sebuah jabatan sarjana Sospol namun 
PPK maunya Sar.Jana Pemerintahan 
yang menduduki jabatan tersebut, 
sehingga mau tidak mau kita harus 
mengakomodir keinginan Pejabat 
Pembina Kepegawaian. Dan saya rasa 
itu tidak masalah karna masih satu 
jalur". 
Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan Pegawai 
"Memang masih banyak pegawai yang 
menduduki jabatan tidak sesuai dengan 
syarat jabatannya, yang menjadi 
kendala adalah pertama SDM kita 
masih terbatas, kedua dalam proses 
mutasi pasti tidak bisa lepas dari unsur 
kebijakan, selain itu memang kadang
kadang data analisis jabatan tidak 
seiring sejalan dengan keinginan 
Pejabat Pembina Kepegawaian". 
Kepala Sub Bidang Mutasi 
"Kendalanya salah satunya kekurangan 
pegawai, selain itu orang yang mutasi 
pindah ke kaltara latar belakangnya 
juga tidak merata, jadi kalau mau ideal 
sesuai syarat jabatan banyak SKPD 
yang tidak terisi jabatannya". 
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Lamoiran 3 15 7 

MATRIKKEBUTUHAN JABATAN DAN SYARAT JABATAN 
SEKRET ARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UT ARA 

No Nama Jabatan Syarat Jabatan 
A. Biro Pemerintahan 

I. Kepala 
Pemerintahan 

Biro a. Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
b. Pendidikan Formal Minimal 

Pemerintahan/Sosial dan Politik 
S2/Sl- Ilmu 

2. 

3. 

4. 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 

d. 

Kepala Bagian Otonomi a. 
Daerah b. 

Diklat Teknis 
Kerja, Diklat 
Daerah. 

TOT Perencanaan Peningkatan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pengalaman Kerja 
- Tiga kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang otonomi daerah, penataan daerah 
dan administrasi, pemerintahan umum dan 
pertanahan. 

Pangkat/Gol: Pembina IV/a 
Pendidikan Formal Minimal SI- Administrasi 
Negara 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis: Diklat Otonomi Daerah 

d. 

Kepala Bagian Penataan a. 
Daerah dan Pertanahan b. 

c. 

d. 

Kepala Administrasi dan a. 
Pemerintahan Umum b. 

Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 

terkait 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang otonomi daerah. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Sospol/Ilmu 
Pertanahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis Diklat Administrasi Penataan 
Dae rah 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 

terkait 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

penataan daerah dan pertanahan. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Administrasi 
Pemerintahan 

c. Pelatihan/Kursus: Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis: Diklat Manajemen Pemerintahan 
Pengalaman Kerja 

d. - Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
terkait 

- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
administrasi dan pemerintahan. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Kasubbag Administrasi a. 
Pejabat Negara dan b. 
Legislatif 

c. 

d. 

Kasubbag Evaluasi dan a. 
Pelaporan b. 
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Pangkat/Gol: Pembina III/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/S 1- Administrasi 
Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Manajemen Administrasi 
Pejabat Negara 
Pengalaman Kerja 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang otonomi daerah 
Pangkat/Gol : Pembina III/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Administrasi 
Negara 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: Diklat Penyusunan LPPD 
Pengalaman Kerja d. 

Kasubbag Fasilitasi a. 
Urusan Pemerintahan b. 

- 2 tahun dibidang administrasi pemerintahan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang otonomi daerah 
Pangkat/Gol : Pembina III/c 
Pendidikan Formal Minimal DIV/SI-
Komunikasi/Kebijakan Publik/llmu 

c. Pemerintahan/Sosial dan Politik 

d. 

Kasubbag Penataan dan a. 
Pengembangan Wilayah b. 

c. 

d. 

Kasubbag Penataan a. 
Daerah dan Topomini b. 

c. 

d. 

Kasubbag Fasilitasi a. 

Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: Diklat Kepemerintahan 
Pengalaman Kerja 
- Minimal I tahun dibidang otonomi daerah 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

fasilitasi urusan pemerintahan. 
Pangkat/Gol : Pembina III/c 
Pendidikan Formal Minimal : SI- Jurusan Ilmu 
Tanah/llmu Hukum/Sosial Ekonomi/Sosial dan 
Politik 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Administrasi Penataan 
Dae rah 
Pengalaman Kerja 
- 2 tahun dibidang penataan daerah dan pertanahan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

penataan dan pengembangan wilayah. 
Pangkat/Gol : Pembina III/c 
Pendidikan Formal Minimal S 1- Jurusan 
Geologi/Geodesi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Topomini, Diklat Penegasan 
Batas 
Pengalaman Kerja 
- 2 tahun dibidang batas daerah dan topomini 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

batas daerah dan topomini. 
Pan~t/Gol : Pembina III/c 
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Pertanahan 

159 

b. Pendidikan Formal Minimal : Sl- Jurusan Ilmu 
Pertanahan 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: Diklat Pertanahan 

d. Pengalaman Kerja 
- 2 tahun dibidang pertanahan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

bidang pertanahan. 
11. Kasubbag Administrasi a. Pangkat/Gol : Pembina 111/c 

Pemerintahan b. Pendidikan Formal Minimal Sl- Jurusan 
Adminstrasi Negara/Sospol 

c. Pelatihan/Kursus: Diklat Pim Tk. IV 

d. 

Diklat Teknis : Diklat Penyusunan Program dan 
Rencana Kerja 
Pengalaman Kerja 
- 2 tahun dibidang administrasi Pemerintahan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

Administrasi Pemerintahan. 
12. Kasubbag Dekonsentrasi a. Pangkat/Gol : Pembina IIl/c 

dan Pembantuan b. 

c. 

d. 

Pendidikan Formal Minimal Sl- Jurusan 
Adminstrasi Negara/Sospol 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan 
Pengalaman Kerja 
- 2 tahun dibidang dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
13. Kasubbag Tata Usaha a. Pangkat/Gol : Pembina IIl/c 

Biro b. Pendidikan Formal Minimal Sl- Jurusan 
Manajemen/ Adminstrasi Negara 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Pengelolaan Keuangan, 
Diklat Tata Naskah Dinas, Diklat Anjab dan ABK, 
Diklat Pengadaan Barang dan Jasa. 
Pengalaman Kerja 

d. - Pemag Bertugas sebagai pengelola keuangan 
- Pemah bertugas sebagai pengelola barang 
- Pemah bertugas sebagai pengadministrasi umum. 

B. Biro Kesejahteraan 

1. 

Rakyat 

Kepala Biro a. 
Kesejahteraan Rakyat b. 

c. 

Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal 
Manajemen/ Adminstrasi 
Pemerintahan 

S2/Sl- Jurusan 
Negara/Sospol/ 

Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis : TOT Perencanaan Peningkatan 
Kerja, Diklat Penyelenggaraan Pemerintahan 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kepala 
Keagamaan 

d. 

Bagian a. 
b. 

Daerah. 
Pengalaman Kerja 
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- Tiga kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang kesejahteraan sosial. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Agama 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 

Kepala 
Kesejahteraan 

Kepala 
kemasyarakatan 

d. 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian Bina a. 
Keagamaan, pendidikan b. 
agama, sarana agama. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro b. 

c. 

Diklat Teknis TOT Perencanaan Peningkatan 
Kerja, Diklat Bimbingan Kemasyarakatan 
Pengalaman Kerja 
- Tiga kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang keagamaan. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Kesehatan/Hukum, Sospol 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis TOT Perencanaan Peningkatan 
Kerja, Diklat Bimbingan Kemasyarakatan 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang kesejahteraan. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S I- Jurusan 
Sospol/Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis: Diklat Bimbingan Kemasyarakatan 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang kemasyarakatan. 
Pangkat/Gol : Penata IWc 
Pendidikan Formal Minimal S2/SI- Jurusan 
Keagamaan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: Diklat Perencanaan Program, Diklat 
pembinanaan dan Evaluasi Keagamaan 
Pengalaman Kerja 
- Minimal I tahun menjadi staf di bidang 

keagamaan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang keagamaan. 
Pangkat/Gol : Penata IIl/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/SI- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Negara 
Pelatihan/Kursus : Diktat Pim Tk. IV 
Diktat Teknis: Diklat Perencanaan Program, Diklat 
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Tata Naskah Dinas, diklat Keuangan 
d. Pengalaman Kerja 

7. Kepala Sub Bagi an a. 
Kesehatan dan b. 
Penanggulangan 
Nasrkoba c. 

d. 

8. Kepala Sub Bagian a. 
Sosial, Pemukiman, b. 
Tenaga kerja dan 
Transmigrasi c. 

d. 

9. Kepala Sub Bagian a. 
Pendidikan, Pemuda dan b. 
Olah Raga dan 
kelembagaan c. 
kemasyarakatan 

d. 

10. Kepala Sub Bagian a. 
Pemberdayaan b. 
Perempuan, 
Perlindungan anak dan c. 
Keluarga Berencana 

d. 

- Minimal I tahun menjadi staf di bagian tata 
usaha 

- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
dengan bagian tata usaha. 

Pangkat/Gol: Penata Ill/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- J urusan 
Kesehatan Masyarakat 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Perencanaan Program, Diklat 
Penanggulangan Penyakit 
Pengalaman Kerja 
- Minimal I tahun menjadi staf di bagian kesehatan 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian bagian kesehatan. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Sospol/Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: Diklat Perencanaan Program, Diklat 
Ketenagakerjaan 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian sosial, pemukiman, tenaga kerja 
dan transmigrasi. 

Pangkat/Gol : Penata IIVc 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Sospol/Pemerintahan/olah raga 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Perencanaan Program, Diklat 
Keolahragaan/Diklat Kelembagaan Masyarakat 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Pendidikan, Pemuda olah raga dan 
kelembagaan masyarakat. 

Pangkat/Gol: Penata IIVc 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Sospol/Pemerintahan/Pekerja Sosial 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: Diklat Perencanaan Program, Diklat 
KB/Diklat Perlindungan perempuan, anak, 
Keluarga dan masyarakat 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian perlindungan perempuan, 
perlindungan anak dan keluarga berencana. 
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C. Biro Hokum 

l. Kepala Biro Hukum a. Pangkat/Gol : Pembina IV /a 

2. 

3. 

4. 

5. 

b. Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan ilmu 
hukum/ Administrasi Publik 

c. 

d. 

Kepala Bagian Produk a. 
Hukum Daerah b. 

c. 

d. 

Kepala Bagian Bantuan a. 
Hukum dan Hak Asasi b. 
Manusia 

Kepala 
Pembinaan, 
Pengawasan, 
Informasi Hukum 

c. 

d. 

Bagian a. 
b. 

dan 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Peraturan Daerah dan b. 
Keputusan Kepala 
Daerah. c. 

Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis : TOT Prolegda, TOT Perencang 
Perundang-undangan, TOT Legal Drafting, TOT 
Penyuluh Hukum, TOT JDIH, TOT Manajemen 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang Hukum. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Hukum/Magister Of Sains/ Administrasi Negara 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis Diklat manajemen, Diklat 
Perancang Perundang-undangan/Diklat legal 
Drafting, Diklat Pengembangan Program Kerja 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang Produk Hukum Daerah. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Hukum 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diktat Teknis : Diktat Penyuluhan Hukum, Diklat 
Diklat bantuan Hukum, Diktat PPNS, Diklat Pablic 
Spiking 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Manajemen 
Pelatihan/Kursus : Diktat Pim Tk. III 
Diktat Teknis : Diktat Manajemen, Diktat JDIH, 
Diktat Legal Drafting 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bgian Pembinaan, Pengawasan, dan 
Informasi hukum. 

Pangkat/Gol : Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Hukum 
Pelatihan/Kursus : Diktat Pim Tk. IV 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Peraturan Kepala Daerah b. 

Kepala 
Bantuan 

c. 

d. 

Sub Bagian a. 
Hukum dan b. 

Hak Asasi Manusia 
c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Penyuluhan Hukum b. 
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Diklat Teknis Diklat Perancang Perundang-
Undangan, Diklat Legal Drafting 
Pengalaman Kerja 
- Perancang Perundang-undangan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Peraturan daerah dan keputusan 
kepala daerah. 

Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Hukum 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Perancang Perundang-
undangan, Diklat Legal Drafting 
Pengalaman Kerja 
- Perancang Perundang-undangan 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Peraturan Kepala Daerah. 
Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
hukum 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Pengembangan Program, 
Diklat Bantuan Hukum 
Pengalaman Kerja 
- Minimal 1 tahun menjadi staf di bagian Bantuan 

Hukum dan Ham 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian bantuan hukum dan Ham. 
Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
hukum dan Jurusan yang relevan 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 

Kepala Sub Bagi an 
Pembinaan dan 
Pengawasan 

Kepala Sub Bagi an 
Dokumentasi dan 
lnformasi Hukum 

Diklat Teknis : Diklat Penyuluhan Hukum, Diklat 
PPNS 

d. Pengalaman Kerja 
- Penyuluh Hukum 

a. 
b. 

c. 

d. 

a. 
b. 

- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
dengan bagian Penyuluhan Hukum. 

Pangkat/Gol: Penata IWc 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Hukum 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Perancang Perundang-
undangan, Diklat Legal Drafting 
Pengalaman Kerja 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Pembinaan dan Pengawasan 
Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal: 82/Sl- Jurusan Ilmu 
Hukum/Ilmu Komputer/Ilmu Komunikasi 
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c. 

d. 

11. Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro b. 

c. 

d. 

D. Biro Perekonomian 

1. 

2. 

3. 

Ke pal a 
Perekonomian 

Biro a. 
b. 

c. 

d. 

Kepala Bagian Sarana a. 
Perekonomian b. 

c. 

d. 

Kepala Bagian Industri a. 
dan Jasa b. 

c. 

Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat JDIH, Diklat Manajemen 
Pengalaman Kerja 
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- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
dengan bagian dokumentasi dan informasi 
hukum. 

Pangkat/Gol : Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Pengelolaan keuangan, 
Diklat tata Naskah Dinas/ Diklat Pengelolaan 
Barang/ Diklat Barang dan Jasa 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian tata usaha biro. 

Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/Ekonomi 
Pembangunan/hukum 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis TOT Kepariwisataan, TOT 
Monitoring dan Evaluasi, TOT Lingkungan Hidup, 
TOT Promosi Daerah, TOT Penanaman Modal, 
TOT Perekonomian. 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang Perekonomian. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
IlmuManajemen I Ekonomi Pembangunan 
I Administrasi Publik/Hukum 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis Diktat Perencanaan dan 
Peningkatan Program kerja/TOT Pengkoordinasian 
dan pengendalian sarana perekonomian 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang Sarana Perekonomian. 
Pangkat/Gol: Pembina IV/a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen/Ekonomi Pembangunan/Teknik 
Industri 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis TOT pengkoordinasian dan 
pengendalian tugas-tugas di bidang industri dan 
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6. 

7. 

d. 

Kepala Bagian Produksi a. 
Daerah dan Sumber b. 
Daya Alam 
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Jasa meliputi perindustrian, koperasi, UKM, 
Perhubungan dan Pariwisata 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Industri dan Jasa. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen/Ekonomi Pembangunan/ Administrasi 
Publik 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Perusahaan Daerah dan b. 
Lembaga Keuangan 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Penanaman Modal dan b. 
Promosi 

Diklat Teknis TOT pengkoordinasian dan 
pengendalian tugas-tugas di bidang produksi 
daerah dan SDA. 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

bidang produksi dan daerah dan SDA. 
Pangkat/Gol : Penata IIVc 
Pendidikan Formal Minimal 
Manajemen/ Administrasi 
Pembangunan. 

S2/S I - Jurusan 
Publik/Ekonomi 

Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Perencanaan, pelaksanaan, 
pengevaluasaian dan pelaporan pelaksanaan tugas 
BUMD dan Lembaga Keuangan. 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Perusahaan daerah dan lembaga 
keuangan. 

Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen Acounting/Manajemen 

c. Perbankan/Manajemen Pemasaran 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 

d. 

Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro b. 

Diklat Teknis: Diklat Perencanaan Program, Diklat 
Pelaksanaan Tugas lnvestasi, Potensi daerah dan 
Penanaman Modal 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Penanaman Modal dan Promosi. 
Pangkat/Gol: Penata IIVc 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Perkantoran/ Administrasi 

c. Publik 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diktat Teknis Diktat Perencanaan dan 
Penganj?;j?;aran, Diklat monitorinj?; dan Evaluasi, 
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Diklat Kearsipan, Diklat Pengelolaan Daerah, 
Diklat Tata Naskah Dinas, Diklat Kepegawaian 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang tata usaha biro. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Administrasi Publik/Manajemen/ekonomi 
Pembangunan 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: Diklat Perencanaan Program, Diklat 
Evaluasi dan Pelaporan 

d. Pengalaman Kerja 

9. Kepala Sub Bagi an a. 
Perhubungan dan b. 
Pariwisata 

c. 

d. 

10. Kepala Sub Bagi an a. 
Pertanian dan Ketahanan b. 
Pangan 

c. 

d. 

11. Kepala Sub Bagia a. 
Lingkungan Hidup dan b. 
Kehutanan 

c. 

d. 

12. Kepala Sub Bagian a. 
Energi dan Sumber Daya b. 
Mineral 

- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Perindustrian, koperasi dan UKM. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/Pariwisata 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengevaluasian dan Pelaporan 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian perhubungan dan pariwisata. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Pertanian 
Pelatihan/Kursus : Diktat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengevaluasian dan Pelaporan 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian pertanian dan ketahanan pangan 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Kehutanan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengevaluasian dan Pelaporan 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian lingkungan hidup dan kehutanan. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Teknik Geodesi/teknik Geologi 
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c. Pelatihan/Kursus: Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengevaluasian dan Pelaporan 

d. Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Energi dan Sumber Daya Mineral. 
E. Biro Pembangunan 

I. 

2. 

3. 

Kepala 
Pembangunan 

Kepala 
Perencanaan 
Pembangunan 
Kerjasama 

Kepala 
Pengendalian 
Pelaporan 

Biro a. 
b. 

c. 

d. 

Bagian a. 
b. 

dan 

c. 

d. 

Bagian a. 
dan b. 

Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis : TOT Penyusunan RPJMDRKPD, 
Renstra, Renja dan RKA, TOT Penyusunan 
Laporan Pembangunan, TOT Penyusunan 
Dokumen Pengendalian Pembangunan, TOT 
Pengadaan Barang dan Jasa. 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Berpengalaman di Bidang Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah. 
- Berpengalaman dalam menangani kerjasama 

antar daerah 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Manajemen I Ekonomi Pembangunan I Administrasi 
Publik 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. ill 
Diklat Teknis: TOT Perencanaan dan Peningkatan 
Program kerja,TOT Kepegawaian, TOT Kearsipan, 
TOT Penganggaran, TOT Perpustakaan 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang Perencanaan Pembangunan dan 
Kerjasama 

- Berpengalaman dalam menyusun dokumen 
perencanaan pembangunan daerah. 

Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/Ekonomi Pembangunan/ Akuntansi 
Pelatihan/Kursus: Diklat Pim Tk. III 

c. Diklat Teknis TOT penyusunan dokumen 
pengendalian pembangunan daerah, TOT 
penyusunan dokumen pelaporan pembangunan 
daerah, TOT penyusunan dokumen analisis 
pangkajian pembangunan 

d. Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Kepala 
Pengadaan 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Perencanaan Sekretariat b. 
Daerah 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Kerjasama b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro b. 

c. 

d. 
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- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
dengan bagian Pengendalian dan Pelaporan. 

PangkatJGol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajeme/ Administrasi Publik 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis TOT pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

bidang pengadaan. 
PangkatJGol : Penata llI/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/Ekonomi 
Pembangunan. 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis TOT penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah (RPJMD, RPJP, 
RKPD, Renstra, Renja, TOT penyusunan dokumen 
penganggaran. 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Perencanaan dan penganggaran. 
PangkatJGol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen I Administrasi publik/ Ekonomi 
Pembangunan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis TOT Penyusunan Dokumen 
Kerjamasa antar daerah (MOU), TOT Penyusunan 
dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama antar 
daerah. 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Kerj asama 
PangkatJGol : Penata llI/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen I Administrasi Perkantoran 
I Administrasi Publik 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Perencanaan dan 
Penganggaran, Diklat monitoring dan Evaluasi, 
Diklat Kearsipan, Diklat Pengelolaan Daerah, 
Diklat Tata Naskah Dinas, Diklat Kepegawaian 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
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8. 

9. 

Kepala Sub 
Pengendalian 
Pembangunan 

Kepala Sub 
Pelaporan 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

10. Kepala Sub Bagian a. 
Analis dan Pengkajian b. 
Pembangunan 

c. 

d. 

11. Kepala Sub Bagian a. 
Layanan Pengadaan b. 

c. 

d. 
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dengan bidang tata usaha biro. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Administrasi Publik/Manajemen/ekonomi 
Pembangunan/ Akuntansi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis TOT penyusunan dokumen 
pengendalian pembangunan daerah, TOT 
penginputan SIRUP, TOT Penyusunan Laporan 
Tepra. 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Pengendalian Pembangunan 
Pangkat/Gol : Penata IIl/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/Ekonomi 
Pembangunan/ Administrasi Perkantoran 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis TOT Penyusunan Laporan 
pembangunan Daerah, TOT Penyusunan laporan 
realisasi fisik dan keuangan daerah. 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian pelaporan. 
Pangkat/Gol: Penata llI/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Ekonomi 
Pembangunan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: TOT penyusunan dokumen analisis 
pengkajian pembangunan, TOT penyusunan 
dokumen pengendalaian pembangunan daerah, ToT 
penyusunan dokumen RPJMD, RPJP, Renja, 
Renstra 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian pengkajian pembangunan. 
Pangkat/Gol: Penata llI/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Ekonomi 
Pembangunan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diktat Teknis TOT Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa, TOT SIRUP 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekeriaan yang terkait 
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12. Kepala Sub 
Fasilitasi 
Pengadaan 

Bagian a. 
Layanan b. 

c. 
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dengan bagian Layanan Pengadaan. 
PangkatlGol : Penata IIVc 
Pendidikan Formal Minimal S21Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Ekonomi 
Pembangunan. 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. N 
Diklat Teknis TOT Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa. 

d. Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Layanan Pengadaan. 
F. Biro Organisasi 

1. Kepala Organisasi a. Pangkat/Gol : Pembina N la 

2. 

3. 

b. Pendidikan Formal Minimal : S21Sl- Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ 
Manajemen 

c. Pelatihan/Kursus: Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis : TOT Penyusunan Anjab dan ABK, 
TOT Penyusunan Lakip, TOT Ketatalaksanaan, 
TOT Inovasi Pelayanan Publik 

d. Pengalaman Kerja 

Kepala 
Kelembagaan 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

Kepala Bagian a. 
Kepegawaian dan Tata b. 
Usaha 

c. 

d. 

- Dua kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pernah Menduduki Jabatan eselon 3 di biro 

organisasi selama 4 tahun 
Pangkat/Gol : Pembina N la 
Pendidikan Formal Minimal : S21S 1- Jurusan Ilmu 
Manajemen I Ekonomi Pembangunan I Administrasi 
Publik/ Ilmu Sosial 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis: TOT Penyusunan Anjab dan ABK, 
TOT Penyusunan Kelembagaan, TOT Manajemen 
Kelembagaan. 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon N yang sesuai bidang 
- Pernah menduduki jabatan eselon N di biro 

organisasi selama 4 tahun. 
Pangkat/Gol : Pembina N la 
Pendidikan Formal Minimal S21S 1- Jurusan 
Manajemen/Ekonomi Pembangunanl Akuntansi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis TOT LHKPN, TOT Laporan 
Keuangan, TOT manajemen Kepegawaian, TOT 
Pengadaan Barang dan Jasa, TOT Pengelolaan 
Barang Milik Negara. 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon N yang sesuai bidang 
- Pernah menduduki jabatan eselon N di biro 

organisasi selama 4 tahun. 
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dan Akuntabilitas 
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d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Vasilitasi Kelembagaan b. 
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Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Administrasi 
Negara/ Ilmu Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. Ill 
Diklat Teknis : TOT Layanan Publik, TOT SAKIP, 
TOT Ketatalaksanaan, TOT Penataan Organisasi 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menjabat eselon IV di biro Organisasi 

selama 4 Tahun. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Pemerintahan/ 
Ilmu Hukum 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 

Kepala Sub 
Analisis dan 
Jabatan 

Kepala Sub 
Kepegawaian, 
dan Kapasitas 

d. 

Bagian a. 
Formasi b. 

c. 

d. 

Bagian a. 
Budaya b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro b. 

c. 

d. 

Diklat Teknis : TOT penyusunan Kelembagaan, 
TOT Manajemen Kelembagaan 
Pengalaman Kerja 
- Melaksanakan tugas selama 8 Tahun sesua1 

bidangnya 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen I Administrasi publik/ Psikologi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis: TOT Penyusunan Anjab dan ABK, 
TOT Penyusunan Evaluasi Jabatan 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan Analisis dan Formasi Jabatan selama 8 
tahun. 

Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen I Administrasi Negara I Administrasi 
Publik/ Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : TOT LHKPN, TOT Manajemen 
Kepegawaian 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan Analisis dan Formasi Jabatan selama 8 
tahun. 

Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Administrasi Publik/Manajemen/ekonomi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : TOT Perencanaan Program, TOT 
Penatausahaan, TOT Keuangan 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
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9. 

10. 

11. 

Kepala 
Si stern, 

Sub Bagian a. 
Prosedur dan b. 

Standarisasi 

Kepala 
Inovasi 
Publik 

c. 

d. 

Sub Bagian a. 
Pelayanan b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Akuntabilitas Kinerja b. 
Instansi Pemerintah 

c. 

d. 

G. Biro Pengelolaan 

1. 

2. 

Perbatasan Negara 

Kepala Biro Pengelolaan a. 
Perbatasan Negara b. 

Kepala 
Pengelolaan 
Negara 

c. 

d. 

Bagian a. 
Batas b. 

172 

dengan Bidang Tata Usaha selama 8 tahun. 
Pangkat/Gol : Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/SI- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/Ekonomi/ Ilmu 
Pemerintaan I Psikologi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis TOT Ketatalaksanaan, TOT 
Penataan Organisasi 
Pengalaman Kerja 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan Bagian Sistem, Prosedur dan Standarisasi 
selama 8 tahun. 

Pangkat/Gol: Penata lll/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Akuntansi I Ekonomi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis TOT Pelayanan Publik, TOT 
Inovasi Pelayanan Publik 
Pengalaman Kerja 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan Bagian Inovasi Pelayanan Publik selama 
8 tahun. 

Pangkat/Gol : Penata Ill/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Ekonomi I 
Akuntansi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diktat Teknis : TOT LAKIP, TOT Sakip, TOT 
LKPJ, TOT LPPD. 
Pengalaman Kerja 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah selama 8 tahun. 

Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ 
Manajemen 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis TOT Pelayanan Publik, TOT 
Pengelolaan Perbatasan Negara 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pemah Melaksanakan Pekerjaan yang terkait 

dengan bidang pengelolaan perbatasan negara. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Pemerintahan/ Ilmu Hukum/ Geografi 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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c. Pelatihan/Kursus: Diklat Pim Tk. III 

Kepala 
Pengelolaan 

'Kawasan 

Kepala 

d. 

Bagian a. 
Potensi b. 

c. 

d. 

Bagian a. 
Pengelolaaan 
Infrastruktur Kawasan 

b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Pengelolaan 
Negara 

Batas b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagi an a. 
Potensi Ekonomi dan b. 
Sumber Daya Alam 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagi an a. 
Potensi Sosial dan b. 

Diklat Teknis : TOT Pengelolaan Batas Negara, 
TOT Pablic Speaking 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menduduki jabatan eselon IV di biro 

pengelolaan batas negara selama 4 tahun. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Pemerintahan/ Ilmu Sospol/Ekonomi/ Administrasi 
Negara 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis : TOT Pengelolaan Batas Negara, 
TOT Pablic Speaking 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menduduki jabatan eselon IV di biro 

pengelolaan perbatasan negara selama 4 tahun. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1 - Jurusan 
Teknik sipil/llmu Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis : TOT Pengelolaan lnfrastruktur, 
TOT pablic Speaking. 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menjabat eselon IV di biro Pengelolaan 

Perbatasan selama 4 Tahun. 
Pangkat/Gol: Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/Administrasi Negara I Pemerintahan I 
IlmuHukum 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Pengelolaan Batas Negara, 
Diklat Penataan Batas Negara, Diklat sistem 
informasi geografis. 
Pengalaman Kerja 
- Melaksanakan tugas selama 8 Tahun sesuai 

bidangnya 
Pangkat/Gol: Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Pemerintahan/Ekonomi/Ilmu Sosial 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Pengembangan Potensi 
Ekonomi Daerah 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang selama 8 tahun. 
Pangkat/Gol : Penata Ill/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
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Pemerintahan/ ilmu sosial 
c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 

8. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Infrastruktur Ekonomi, b. 
sosial Budaya 

c. 

d. 

9. Kepala Sub Bagian a. 
Infrastruktur Fisik dan b. 
Pemerintahan 

c. 

d. 

I 0. Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro b. 

c. 

d. 

H. Biro Dumas dan 

1. 

Protokol 

Kepala Humas 
Protokol 

dan a. 
b. 

Diklat Teknis : Diklat Pengelolaan Potensi Sosial 
dan Budaya. 
Pengalaman Kerja 
- Pemah menduduki jabatan pelaksana di bidang 

pengelolaan potensi daerah selama 8 tahun. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/S 1- Jurusan Ilmu 
Pemerintahan/ Ekonomi/ Ilmu sosial 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Pengelolaan Infrastruktur 
Ekonomi, Sosial dan Budaya. 
Pengalaman Kerja 
- Pemah menduduki jabatan pelaksana pada 

bagian pengelolaan, infrstruktur ekonomi, sosial 
dan budaya selama 4 tahun. 

Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Pemerintahan/ Teknik Sipil. 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Pengelolaan infrstruktur fisik 
dan Pemerintahan 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian infrastruktur fisik dan 
pemerintahan .. 

Pangkat/Gol : Penata IIVc 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
administrasi Negara/ Ekonomi/llmu 
Pemerintahan/llmu sosial. 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat tata Naskah, Diklat 
Perencanaari Program dan Pelaksanaan Anggaran, 
Diklat Kepegawaian. 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian tata usaha biro. 

Pangkat/Gol: Pembina IV/a 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Hubungan Intemasional/Manajemen 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis : TOT Manajemen Strategik, TOT 
Manajemen Kepemimpinan, TOT Kehumasan. 

d. Pen11;alaman Kerja 
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- Dua kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pernah Menduduki Jabatan eselon 3 di biro 

humas dan protokol selama 4 tahun 
2. Kepala Bagian Protokol a. Pangkat/Gol : Pembina IV /a 

b. Pendidikan Formal Minimal : S2/S 1- Jurusan llmu 
Manajemen I Hubungan Internasional 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis: TOT Keprotokolan 

d. Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menduduki jabatan eselon IV di biro 

Humas dan Protokol selama 4 tahun. 
3. Kepala Bagian Humas a. Pangkat/Gol : Pembina IV /a 

4. 

5. 

6. 

b. Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian Tata a. 
Acara b. 

Kepala Sub 
Pelayanan 
Pimpinan 

Kepala Sub 
Pelayanan 
Tamu 

c. 

d. 

Bagian a. 
Kegiatan b. 

c. 

d. 

Bagian a. 
Kegiatan b. 

c. 

Manajemen/Ilmu Komunikasi/ Administrasi Negara 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis: TOT Kehumasan, TOT Manajemen 
Kepemimpinan 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pemah menduduki jabatan eselon IV di biro 

Humas dan Protokol selama 4 tahun. 
Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/Ilmu Komunikasi/Hubungan 
Intemasional 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Pablic Speaking, Diklat 
Keprotokolan 
Pengalaman Kerja 
- Melaksanakan tugas sebagai pelaksana selama 8 

Tahun dibidang Protokol 
Pangkat/Gol: Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/SI- Jurusan 
Manajemen I Administrasi Negara 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Perencanaan sistem 
informasi manajemen, diklat manajemen pimpinan 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan sebagai 

pelaksana terkait dengan bagian keprotokolan 
selama 8 tahun. 

Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen I Administrasi Negara I Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis diklat Kprotokolan, Diklat 
Manajemen Tamu 
Pengalaman Kerja 

d. - Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

43161.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



7. 

8. 

9. 

Kepala Sub Bagian a. 
Hubungan Internal dan b. 
Eksternal 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Dokumentasi, Informasi b. 
dan Publikasi 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro b. 
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Keprotokolan dan Kehumasan selama 8 tahun. 
Pangkat/Gol : Penata IIl/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Administrasi Negara I Hubungan Internasional 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat T eknis : Diklat Kehumasan 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian kehumasan selama 8 tahun 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/llmu Komunikasi/ Publik Relation 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Public speaking, Diklat 
Kehumasan 
Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Kehumasan selam 8 tahun. 
Pangkat/Gol : Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 

c. Diklat Teknis : Diklat tata naskah dinas, Diklat 
Kearsipan, Diklat Perencanaan, evaluasi dan 
Pelaporan, Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat 
Pengelolan Baran, Diklat Pengadaan Barang dan 
jasa, Diklat Keuangan. 

d. Pengalaman Kerja 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian tata usaha biro selama 8 tahun. 
I. Biro Umum dan 

I. 

2. 

Perlengkapan 

Kepala Biro Umum dan a. 
Perlengkapan b. 

c. 

d. 

Kepala Bagian Umum a. 
dan Rumah Tangga b. 

Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal : S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ 
Manajemen/ Ilmu Pemerintahan/ manajemen 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. II 
Diklat Teknis : TOT Naskah Akademik, TOT 
Legal Drafting, TOT Manajemen Perkantoran, 
TOT Manajemen Pemerintahan Daerah, TOT 
Manajemen Kepegawaian, TOT Pengadaan Barang 
dan Jasa, TOT Manajemen Aset Daerah 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon 3 yang sesuai bidang 
- Pernah Menduduki Jabatan eselon 3 di biro 

umum dan perlengkapan selama 4 tahun 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal: S2/Sl- Jurusan Ilmu 
Manajemen I Administrasi Publik/ Ilmu 

43161.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3. 

4. 

5. 

6. 

c. 

d. 

Kepala Bagian a. 
Keuangan SETDA b. 
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Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis TOT Legal Drafting, TOT 
Manajemen Kepegawaian, TOT Manajemen 
Pemerintahan daerah 
Pengalaman Kerja 
- Dua kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menduduki jabatan eselon IV di biro 

Umum dan Perlengkapan selama 4 tahun. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Negara/Psikologi 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 

Kepala 
Perlengkapan 

d. 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian Tata a. 
Usaha Biro dan b. 
Perjalanan dinas 

c. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Anggaran b. 

c. 

Diklat Teknis : TOT Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan, TOT Pengelolaan Keuangan, TOT 
Manajemen Perkantoran. 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menduduki jabatan eselon IV di biro 

Umum dan Perlengkapan selama 4 tahun. 
Pangkat/Gol : Pembina IV /a 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Administrasi 
Negara/ Ilmu Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. III 
Diklat Teknis : TOT Naskah akademik, TOT aset 
daerah, TOT Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan 
Pengalaman Kerja 
- 2 kali menjabat eselon IV yang sesuai bidang 
- Pernah menjabat eselon IV di biro umum dan 

perlengkapan selama 4 Tahun. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Pemerintahan/ 
Psikologi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diktat Teknis : Diktat Tata Kearsipan, Diktat tata 
naskah dinas, Diklat Manajemen Kepegawaian, 
Diktat Manajemen Perkantoran, Diklat Pengadaan 
Barang dan Jasa, Diklat Pengelolaan Aset 
Pengalaman Kerja 
- Melaksanakan tugas selama 8 Tahun sebagai 

pelaksana sesuai bidang. 
Pangkat/Gol: Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Ekonomi I Administrasi publik/ Manajemen/ Ilmu 
Pemerintahan. 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat anggaran, Diktat 
Perencanaan Anggaran, Diklat Manajemen 
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7. 

8. 

Kepala Sub 
Akuntansi 

Kepala Sub 
Varifikasi 
Perbendaharaan. 

d. 

Bagian a. 
b. 

c. 

d. 

Bagian a. 
dan b. 

Perkantoran, Diklat Evaluasi dan Pelaporan 
Pengalaman Kerja 
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- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 
dengan Anggaran selama 8 tahun. 

Pangkat/Gol : Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen I Administrasi Negara I Administrasi 
Publik/ Pemerintahan/ Akuntansi/ Ekonomi 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis Diklat Anggaran, Diklat 
Perencanaan, Diklat Akuntansi, Diklat Evaluasi 
dan Pelaporan. 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bidang Anggaran. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Administrasi Publik/Manajemen/ekonomi 
Pembangunan/ Akuntansi 

c. Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 

9. 

d. 

Kepala Sub Bagian a. 
Perencanaan Kebutuhan b. 
dan Pengadaan 

c. 

d. 

10. Kepala Sub Bagian a. 
Inventarisasi, 
Pemanfaatan 
Pemeliharaan 

dan 
b. 

c. 

d. 

Diktat Teknis : Diktat Administrasi Pembayaran, 
Diktat Perbendaharaan, Diklat Akuntansi 
Pengalaman Kerja 
- 4 Tahun sesuai bidangnya 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Verifikasi dan Perbendaharaan. 
Pangkat/Gol : Penata III/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/S 1- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/Ekonomi 
Pembangunan/ Administrasi Perkantoran 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diktat Teknis Diklat Perencanaan, Diktat 
Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Evaluasi dan 
Pelaporan. 
Pengalaman Kerja 
- 4 tahun sesuai bidang 
- Pernah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Perencanaan Kebutuhan dan 
Pengadaan 

Pangkat/Gol : Penata 111/c 
Pendidikan Formal Minimal S2/Sl- Jurusan 
Manajemen/ Administrasi Publik/ Ekonomi/ Ilmu 
Pemerintahan 
Pelatihan/Kursus : Diklat Pim Tk. IV 
Diklat Teknis : Diklat Pemanfaatan Barang, Diklat 
Pemeliharaan Barang, Diklat Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan, Diklat Manajemen 
Perkantoran, diktat Manajemen barang. 
Pengalaman Kerja 
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- 4 tahun sesuai bidang 
- Pemah melaksanakan pekerjaan yang terkait 

dengan bagian Inventarisasi, pemanfaatan dan 
Pemeliharaan. 
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